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ABSTRAK

Nama : Popi Oktaviani
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pembiayaan Musyarakah Mutanagishah daleditkPemilikan

Rumah Syariah

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar bagassang, namun harga rumah
yang semakin lama semakin mahal membuat tidak sewnamg sanggup
membelinya. Hal ini yang membuat lembaga perbank@nyediakan fasilitas
pembiayaan rumah bagi masyarakat yang ingin menmiikah tetapi dengan cara
yang mudah. Salah satu produk pembiayaan untukhrudaa bank syariah adalah
pembiayaan Musyarakah Mutanagishah, dimana antaaak bdan nasabah
bekerjasama untuk membeli sebuah rumah, kemudiasabah melakukan
pembayaran ke bank secara berkala untuk mengarhbilkepemilikan rumah
tersebut secara bertahap hingga pada akhir penaniagiamah tersebut menjadi milik
nasabah sepenuhnya. Yang akan dibahas dalam tidisadalah bagaimana proses
pelaksanaan pembiayaan Musyarakah Mutanaqgisham d&fR syariah, bagaimana
konsep jaminan pembiayaan ini, serta bagaimanasstepemilikan sertifikat atas
rumah yang menjadi objek pembiayaan. Penelitiandifakukan secara yuridis
normatif, menggunakan metode kualitatif, dan bleifari hasil penelitian ini adalah
eksplanatoris analitis. Pembiayaan ini cocok ungauigka waktu diatas 10 tahun.
Dalam ketentuan musyarakah mutanagishah tidak gdjsimy mengenai jaminan,
tetapi bank syariah dalam menerapkan prinsip kétaian prudential principle)
dapat meminta jaminan kepada nasabah yang bersangkWalaupun rumah
tersebut selama masa pembiayaan merupakan miB&inerbank dan nasabah, tetapi
didalam sertifikat rumah tersebut bank mengkuasakamah atas nama nasabah.
Karena musyarakah mutanagishah ini merupakan prdmult perbankan dalam
pembiayaan rumah, ketentuan yang mengatur nya belgkap dan jelas, sehingga
diharapkan dibuat ketentuan-ketentuan baru sebadgaar untuk pelaksanaan
pembiayaan musyarakah mutanagishah ini berjalagatebaik.

Kata kunci:
Pembiayaan, Musyarakah Mutanagishah, Kredit PeamlIRumah.
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ABSTRACT

Name : Popi Oktaviani
Study Programe : Magister of Notary
Title : Musyarakah Mutanagishah Financing iasic Mortgages

Houses are one of the basic need for everyonehdusges prices are getting m
expensive so that can no¢ affordable for everyone to buy. These things ke
banking institutons facilitated houses financingilfeation for peoples whose wal
to have houses in easy wapne of the financing product for houses from isk
banking is Musyarakah Mutag@hah financing (Diminishing Partnership), wt
where between bank and customers working togethesuyy a house , then 1
customer do payment to the bank periodically toetaker the house owners
phasecally until the end of funding time, the hc would be customer fully owne
This research would study how implementation Muakah Mutanagishah financi
process in Islamic mortgages, how the funding gueeconcept, and how ho
sertificate ownership status that be financing cbj@he reseafc implemented i
normative juridic way, and the result in analytipklnatory way. This funding
suitable for time periode upper than 10 years. sjrakah Mutanaqgishah term
not ruled about guarantee, but islamic banking asecto implement prudgal
banking principles, can take guarantee to the ouste. Eventhough the house du
funding time is owned together bank and custometrjrbthe house sertificate be
authorizing the house in the name of customer. Beraof Musyarake
Mutanagishahs new product banking in home financing, thenglierms is nc
complete and clear yet, so that it is hoped that teems and rules are maked as
foundations for implementation of musyarakah matgshah financingunning ir
good ways.

Keyword:
Financing, Musyarakah Mutanagishah, Mortgages

Viii Universitas Indonesia

Pembiayaan musyarakah...,Popi Oktaviani,FHUI,2011



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..ot e e et et et et e e e e [
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... i e ii
HALAMAN PENGESAHAN ..o i e et e reee e e iii
KATA PENGANTAR ..o e e e e e e e e e e iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .........c.ccvven.e. Vi
ABSTRAK ....... oo il S . . . .. .................... Vii
Y Y T T iX
1. PENDAHULUAN ...t e e e e et e et e e ee e eeeaeens 1
L.lLatar Belakang .i........cociiiiiiiiii i it enes e e e e e 1
1.2Pokok Permasalahan ...........ccco it i i e e 8
1.3Metode Penelitian .......c.oiiri i et e e e 9
1.4Sistematika Penulisan ..........ccooiiii i e 10

2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM

KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIAH ... i 11

2.1Tinjauan Umum Pembiayaan Syariah ................cooooi i i 1
2.1.1 Defenisi Pembiayaan Syariah ..., 15
2.1.2 Produk-produk Pembiayaan Syariah ................coccoiiii i iennnn. 20
2.1.3 Jenis-jenis Pembiayaan .............cocoiiiiiiiiiii e 23

2.2Tinjauan Umum Musyarakah Mutanagishah ................cccoeeienn 29
2.2.1 Defenisi Musyarakah Mutanaqishah .....................ccoi e, 29
2.2.2 Landasan Hukum Musyarakah Mutanagishah ...................... 5..3
2.2.3Kepemilikan Rumah dengan Pembiayaan Musyarakah

Mutanaqishah di Beberapa Negara ..............ccooviiiiiiii e nnnnns 43

2.2.4 Keunggulan dan Kelemahan Musyarakah Mutanagishah........ 45
2.3Pembiayaan Musyarakah Mutanagishah Dalam Krediillkam

Rumah Syariah ........c.coiiiiiiiii i 46
2.3.1Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqgishah ........................ccoe . 51
2.3.2Konsep Jaminan Atas Kredit Pemilikan Rumah Yang

Diterapkan dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanagishah.... 59
2.3.3 Status Kepemilikan Sertifikat atas Rumah yang Mdinja

Objek Pembiayaan Musyarakah Mutanaqgishah ................... 64..
3. PENUTUP o e e e 66
S LKESIMPUIAN ... e 66
B I Y= L= T RS- = | o 67

DAFTAR PUSTAKA

iX Universitas Indonesia

Pembiayaan musyarakah...,Popi Oktaviani,FHUI,2011



BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki sebuah rumah adalah suatu kebutuhan ddassar semua orang,
untuk memperolehnya setiap orang akan mengusahgkdak dengan membangun
sendiri, menyewa dari orang lain atau membelinyetagi pada saat sekarang ini
membeli sebuah rumah adalah permasalahan yangbsgit masyarakat, hal ini
karena harga rumah yang sangat mahal. Pembeliaahrgecara tunai untuk masa
sekarang sangat tidak mungkin bagi masyarakat kelkan, maka pembelian dengan
cara angsuran atau cicilan lah yang menjadi sofasi®istem dengan pembelian
secara angsuran ini biasa menggunakan fasilitdggakredit pemilikan rumah dari
bank-bank konvensional yang menggunakan perhituthgenga, yang kita ketahui
bahwa penggunaan sistem bunga ini dilarang dalaararaj agama karena

mengandung riba.

Riba secara istilah bermakna tambalefziyadal), sedangkan secara global
dapatlah disebutkan bahwa definisi riba adalahanifdahan yang terdapat dalam
akad yang berasal dari salah satu pihak, baik dagi (perolehan) uang,
materi/barang, dan atau waktu, tanpa ada usahgitlak yang menerima tambahan

tersebut™

Banyak kita temui ketentuan-ketentuan dalam AlgQudan hadist yang

melarang kita untuk menjauhi perbuatan riba, bedzedsantaranya yaitu:

! Muhammad Ismail Yusanto, “Bunga Bank adalah Ribahttp:

/lkonsultasi.wordpress.com/2007/02/02/apakah-bupeyak-termasuk-riba-2/ diunduh 30 Februari
2011.
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- Surat Al-Bagarah ayat 275, yang berbunyi:
“... Mereka berkata (berpendapat bahwa) sesungguhbiaybeli itu sama
dengan riba; padahal Allah telah menghalalkan jldli dan
mengharamkan riba. Barang siapa yang telah sangmada mereka
larangan tersebut dari Tuhannya, lalu dia berhelati mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya (dipungatjapwaktu dulu
(sebelum datangnya larangan ini), dan urusannyse(eh) kepada Allah.
Sedangkan bagi barang siapa yang mengulangi (mdmigaba), maka
mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekalafithya”.

- Surat An-Nisaa ayat 29, yang berbunyi:
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mdigta sesama mu
dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalanipgaan yang berlaku
dengan suka sama suka diantara kamu.”

- Hadist Riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:
“Dari Suhaib Ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW ladda: tiga hal
yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual Bekara tangguh,
mugaradhah (murabahah), dan mencampur gandum désgamy untuk

keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

Rumah saat ini sudah menjadi sebuah kebutuharp set@usia. Sehingga
permintaan dari tahun ke tahun pun akan terus niemgaeningkatan seiring dengan
perubahan angka pertumbuhan penduduk disuatu netmwadaerah. Hal ini pun
berimplikasi terhadap harga rumah yang terus bérd@suai dengan banyaknya
permintaan akan perumahan. Di suatu daerah yangilikiepeningkatan jumlah
penduduk signifikan, akan berdampak kepada tinggijynlah keluarga di masa
yang akan datang, yang pada akhirnya permintaam mikaah pun akan meningkat

signifikan.
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Apabila terjadi suatu kondisi dimana seluruh petadn akan rumah tidak
terpenuhi, maka harga rumah akan naik. Namun selyaliika tingkat pertumbuhan
populasi suatu daerah mengalami penurunan, makan d&gadi kelebihan
ketersediaan rumah. Hal ini akan mengakibatkanahangah turun. Tidak hanya laju
pertumbuhan penduduk yang perlu dipertimbangkaapitguga kemampuan daya
beli masyarakat dalam membeli rumah dan pertumbubleonomi pun akan
mempengaruhi pergerakan harga rumah. Solusi urgatepuhan kebutuhan rumah
dengan mudah diberikan oleh lembaga perbankan unédalilitas Kredit Pemilikan
Rumah (KPR).

Sebagaimana diketahui bank adalah badan usahanyamghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkakepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangkeningkatkan taraf hidup
rakyat banyak. Dengan adanya bank, maka penghimpunan dana dajerpean
dana masyarakat dapat dilakukan secara potensiaingga dapat memperlancar
pembiayaan pembangunan nasional, hal tersebutisgengan tujuan perbankan
Indonesia yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-undangr 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan, yang menyebutkan bahwa perbankan Indonssrtujuan untuk
menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalamgkarameningkatkan
pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitasomaskearah peningkatan
kesejahteraan rakyat banyakDemikian pentingnya peranan perbankan didalam
kehidupan masyarakat, sehingga setiap kegiatanarsst tidak lepas dari peranan
dan fungsi dari perbankan tersebut.

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem penakonvensional,

karena sistem keuangan islam adalah merupakarstrgilari suatu sistem ekonomi

2 |ndonesialUndang-undang tentang Perubahan atas Undang-undémmor 7 Tahun 1992
tentang PerbankanJU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLb. 8790, Pasal 1 angka
2.

® Indonesiabndang-undang tentang Perbankan sebagaimana telavatl dengan Undang-
undang Nomor 10 Tahun 1998U No. 7 Tahun 1992, LN No. 31 Tahun 1992, TLNb. 8472,
Pasal 4.
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Islam yang cakupannya lebih luas, oleh karena étbgnkan Islam tidak hanya
dituntut untuk menghasilkan profit secara komeysi@lmun dituntut juga secara
sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nikgrigah. Hal yang terpenting

jangan sampai hubungan diantara para pihak yanhk lan nasabah itu tidak
mengikuti aturan yang diajarkan Islam. Karena ftihak-pihak yang berhubungan
tersebut tidak boleh terkait dalam unsur-unsur sieplea (unsur bunga dalam segala
bentuk dan jenisnya), zalim (unsur yang merugittiansendiri ataupun orang lain),

masyir (unsur judi dan sifat spekulatifgharar (unsur ketidakjelasan), dan haram

(baik dalam barang maupun jasa serta aktivitasaspmral terkait).

Namun sebagai sesama lembaga perbankan, bankalsydan bank
konvensional mempunyai prinsip dasar yang samatu yaebagai instrument
intermediasi dana dari orang-orang yang surplus ddalam bentuk penghimpunan
dana) dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang merkan (dalam bentuk
penyaluran dana), sehingga produk-produk yang idikad oleh bank-bank
konvensional, baik itu produk penghimpunan dafanding maupun produk
pembiayaanfinancing pada dasarnya pula disediakan oleh bank-bankasyar

Pemenuhan kebutuhan dasar akan rumah ini sudak kEejea menarik
perhatian bagi industri perbankan nasional. Awalpyaduk ini dikembangkan oleh
industri perbankan konvensional dalam bentuk Krdékmilikan Rumah (KPR),
Berikutnya, setelah berlaku dual banking sistemindionesia, nasabah tidak lagi
terkonsentrasi dengan produk KPR yang ditawarkah bank konvensional. Karena
di industri perbankan syariah juga telah menawapgaduk KPR Syariah. Dengan
adanya produk KPR Syariah, bank syariah sesunggutiapat menetapkan target
market yang jelas dan tepat. Bank syariah dapagjadi#an umat Islam menjadi
pasar tujuan utama produk KPR Syariah, selain jidgk menafikan pangsa pasar
dari luar. Melihat pangsa pasar bank syariah yatagit masih kecil, memungkinkan

untuk meningkatkan penawaran produk KPR Syariabrdessaran ke pasar. Apalagi

* Wirdyaningsih, Et alBank dan Asuransi Islam di Indones{dakarta:Kencana dan Badan
Penerbit FHUI,2005), hal.47.
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pemerintah melalui Kementerian Negara Perumahanyd®atelah memberikan
dukungan vyang besar untuk program pengembangan mpkam dengan

menggunakan model pembiayaan syatiah.

Dari segi pengistilahan, untuk produk pembiayaamiliean rumah, istilah
KPR cenderung memunculkan asumsi terjadinya kr@ditlahal dalam perbankan
syariah tidak menggunakan sistem kredit. Untuk rhamdari hal itu beberapa bank
syariah mengartikan KPR itu dengan sebutan “KelartuRemilikan Rumah” atau
“Kongsi Pemilikan Rumah”. Hal ini karena dimasyatkias sudah terbiasa bahwa
produk perbankan yang melayani pembiayaan pemiliierah adalah dengan KPR.
Faktor inilah yang kemudian menjadi alasan banktsm@riah tetap menggunakan
istilah KPR.

Dalam industri perbankan syariah, produk KPR Syadapat ditawarkan
dengan menggunakan dua model pembiayaan, yakniadengdel pembiayaan
murabahah dan model pembiayaan musyarakah muthahqiKPR Syariah dengan
menggunakan basis pembiayaan murabahah sudahahbedalindustri perbankan
syariah. Bahkan model pembiayaan murabahah it t@lenjadi produk favorit di
beberapa bank syariah. Sedangkan KPR Syariah dengaael pembiayaan
musyarakah mutanagishah belum banyak dikembangkamddistri perbankan

syariah.

Sistem Murabahah adalah bagian transaksi jualymelig pembayarannya
sering dilaksanakan tidak secara tunadon( cash Karena pihak pembeli diberi
kemudahan oleh penjual untuk membayar harga deanbayang disepakati secara
angsuran dalam jangka waktu yang disepakati. litgsuran ini disesuaikan dengan

besaran harga jual. Dalam prakteknya, pembiayaarababah diawali dengan

> “Miliki rumah lewat KPR Syaria’ah, http://fatiaali.wordpress.com/2008/08/13/miliki-
rumah-lewat-kpr-syariah/iunduh 5 Januari 2011.
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negoisasi antara pihak nasabah dengan pihak bamlalsy Dimana pihak nasabah
memohon kepada pihak bank untuk membelikan rumaty yhinginkan. Setelah
negosisasi selesai dan berujung pada kata mufakataanasabah dan bank syariah,
maka pihak bank syariah melakukan pembelian rureaefira tunai kepada developer.
Rumah yang sudah dimiliki oleh bank syariah terseljual lagi ke pihak nasabah
dengan ketentuan harga awalnya sudah dinaikkaagaemargin bagi pihak bank.
Pihak nasabah diberikan keleluasaan untuk memlokeyayan angsuran dalam jangka

waktu yang disepakati.

Berbeda dengan sistem Murabahah, Musyarakah musaaag@iminishing
partnership merupakan produk turunan dari akad musyarakafiapat unsur
kerjasamadyirkah) dan unsur sewajdrah), yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak
atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atautaBsmana kerjasama ini akan
mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak semeempiak yang lain bertambah
hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan inialglmekanisme pembayaran
atas hak kepemilikan yang lain, sementara sewa pakam kompensasi yang
diberikan salah satu pihak kepada pihak lain. Bekarjasama ini berakhir dengan

pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain.

Implementasi dalam operasional perbankan syariablalad merupakan
kerjasama antara bank syariah dengan nasabah pertigladaan atau pembelian suatu
barang (benda). Dimana asset barang tersebut jdi#li bersama. Adapun besaran
kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumfadal atau dana yang
disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Seteyg nasabah akan membayar
(mengangsur) sejumlah modal/dana yang dimiliki dbaimk syariah. Perpindahan
kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasasiing dengan bertambahnya
jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran dilalgikan nasabah. Hingga
angsuran berakhir berarti kepemilikan suatu bastag benda tersebut sepenuhnya

menjadi milik nasabah. Penurunan porsi kepemiligank syariah terhadap barang

® Ibid.
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atau benda berkurang secara proporsional sesuganidesarnya angsuran. Selain
sejumlah angsuran yang harus dilakukan nasabak om@ogambil alih kepemilikan,
nasabah harus membayar sejumlah sewa kepada ban&hshingga berakhirnya
batas kepemilikan bank syariah. Pembayaran sevekudlihn bersamaan dengan
pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakamk pengambilalihan
porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembaya@wa adalah bentuk
keuntungan fée bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadagi sesebut.
Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi ké@enulan kompensasi jasa
bank syariai.Jadi akad Musyarakah Mutanagishah ini diawali dengkad antara
nasabah dengan bank untuk kerjasasyrkah dalam investasi dalam pemilikan
rumah, kemudian dilanjutkan dengan akad sejaeaf), karena rumah tersebut akan

disewa oleh nasabah.

Misalnya seorang nasabah ingin membeli rumah séRpgal00 juta. Karena
ia baru punya uang Rp 10 juta sebagai uang mukalmges maka ia dapat
menghubungi bank syariah guna membantu pelunasabgyaran rumah tersebut
kepada pihak developer. Dengan demikian statusligamirumah tersebut 90 persen
milik bank syariah dan 10 persen milik nasabah yhagsangkutan. Agar status
rumah tersebut menjadi 100 persen milik nasabalkanea dapat melunasi utang
tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepladdtia belah pihak tanpa harus
dibebani bunga sebagaimana halnya pada bank kaomah$Besarnya cicilan pokok
pinjaman dan jangka waktu pelunasan tidak ditemderara kaku. Suatu saat ia bisa
mengangsur pinjaman dengan jumlah kecil tetapi gada yang lain bisa membayar
dalam jumlah yang lebih besar, semuanya tergankepgda nasabah bank sesuai
dengan kemampuan keuangannya untuk melunasi utandg®gbagai pengganti
pembayaran bunga, nasabah perlu membayar sewa fijarah) tersebut kepada

bank sesuai dengan harga pasar. la perlu membaya karena status rumah

7 Nadratuzzaman Hosen, “Musyarakah Mutanagisat¥w. Ekonomisyariah.org/Makalah
%20 Musyarakah%20 Mutanagisah_Nadratuzzamdi) diunduh 5 Januari 2011.
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tersebut 90 persen masih dimiliki bank syariah.aB®g kewajiban membayar sewa
rumah adalah proporsional terbalik dengan persentepemikiran rumah oleh
nasabah. Kalau persentase kepemilikan nasabal @arersen berarti ia harus bayar
sewa sebesar 90 persen dari harga sewa menurut gdasakewajiban ini akan
terhenti kalau pemilikan rumah sudah 100 perseadaepada nasabah bank. Sistem
musyarakah mutanagishah ini memiliki beberapa kgulag. Pertama, sistem ini
benar-benar bebas dari bayang-bayang unsur bunga kanvensional. Kedua,
sistem pembiayaan ini sangat fleksibel dan akandov@mg nasabah untuk segera

melunasi utangnya.

Akad Musyarakah Mutanagishah ini digunakan untuknimayaan jangka
panjang, sehingga harus memiliki perencanaan aldkas yang matang dan terarah.
Karena bersifat jangka panjang, maka segala keatpakentang jalan keluar untuk
menghadapi masalah yang mungkin saja akan terjadisa yang akan datang harus

dimasukkan dalam ketentuan-ketentuan akad.

Dari apa yang dipaparkan diatas, maka Penulisitetatuk membahas lebih
lanjut, sehingga mengangkat judul “PEMBIAYAAN MUSYRRKAH
MUTANAQISHAH DALAM KREDIT PEMILIKAN RUMAH SYARIA H.”

1.2 Pokok Permasalahan
Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tufisadalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Kredit Pemilikan Rundahgan
pembiayaan Musyarakah Mutanagishah?

2. Bagaimana konsep jaminan atas Kredit Pemilikan Ru®gariah yang
diterapkan dengan pembiayaan Musyarakah Mutandttsha

3. Bagaimana status kepemilikan sertifikat atas rumamng menjadi

objek/siapa pemegang sertifikat rumah tersebut?
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1.3 Metode Penditian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan peneliteatara yuridis normatif,
dimana penelitian ini menekankan pada penggunaarsdikunder atau berupa norma
hukum tertulis, dan didukung dengan hasil wawancaengan informan.
Menggunakan tipe penelitian eksplanatoris yang maahebagaimana asal penjelasan
dan pelaksanaan dari pembiayaan Musyarakah Mutdragidalam kredit pemilikan

rumabh.

Jenis data yang digunakan adalah data sekundeiy wgperoleh dari
penelusuran kepustakaan berupa buku-buku dan dokteseni yang terkait dengan
permasalahan yang penulis teliti ini. Sedangkanuluntahan hukumnya
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekdadébahan hukum tersier.
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-gadgaryang terkait dengan
Bank syariah, Musyarakah Mutanagishah, pembiaydeam peraturan lainnya. Bahan
hukum primer ini akan digunakan sebagai dasar hukialam menelaah pokok
permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan aha® hukum sekunder berupa
buku-buku dan makalah yang terkait dengan penelita, digunakan sebagai
landasan teori mengenai pelaksanaan kredit pemitilkinah syariah yang diterapkan
dengan sistem Musyarakah Mutanagishah. Sedangkdranbdukum tersier
merupakan data bahan pendukung bahan hukum priamebahan hukum sekunder
berupa kamus hukum, bahan hukum tersier membantoaimni defenisi yang

digunakan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan adakaldi sdokumen
mengenai literatur terkait dan melalui wawancaragde informan yang terkait
dalam permasalah yang dibahas. Metode analisia denggunakan metode
kualitatif, dan bentuk dari hasil penelitian iniaé@h eksplanatoris analitis, yaitu
bahwa pembiayaan Musyarakah Mutanagishah ini mkampaalah satu alternative

pembiayaan pemilikan rumah yang saling memberil@mtungan bagi kedua pihak,
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serta pelaksanaan terbebas dari riba, dan bisaadiesplusi yang baik bagi

masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas onanrliki rumah sendiri.
1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam tulisan ini adalah sebagai berijaitu pada bab 1 akan
membahas tentang latar belakang dari masalah yd@mmn dalitulis, pokok
permasalahan, metode penulisan yang Penulis gundddam penelitian ini, dan

sistematika penulisan.

Sedangkan dalam bab 2 Penulis akan menjelaskam dalla bagian pertama
tentang tinjauan umum dari pembiayaan syariah, mmagkan membahas tentang
defenisi pembiayaan syariah, produk-produk pemiaimaygang ada pada bank
syariah, serta jenis-jenis pembiayaan yang tersBdida sub bagian kedua membahas
tentang tinjauan umum dari Musyarakah mutanagislyahg akan menjelaskan
tentang defenisi musyarakah mutanagishah, landaBakum musyarakah
muatanagishah, kepemilikan rumah dengan pembiayamyarakah muatanagishah
dibeberapa negara, serta Keunggulan dan kelemahstems Musyarakah
mutanaqishah. Pada sub bagian ketiga akan dibaht@sg bagaimana pelaksanaan
Kredit Pemilikan Rumah dengan pembiayaan Musyarakatanagishah, bagaimana
konsep jaminan atas Kredit Pemilikan Rumah Syagahg diterapkan dengan
pembiaayaan Musyarakah Mutanagishah, bagaimanas skapemilikan sertifikat

atas rumah yang menjadi objek/siapa pemegangikatrtitmah tersebut.

Dalam bab 3 akan dibahas tentang kesimpulan daryapg telah dipaparkan
Penulis pada bagian-bagian sebelumnya, serta saran-yang sekiranya relevan

dengan masalah yang Penulis bahas.
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BAB 2

PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DALAM KREDIT
PEMILIKAN RUMAH SYARIAH

2.1 Tinjauan umum Pembiayaan Syariah

Peradaban manusia akan berkembang dan maju bitppadg dengan
perekonomian yang kuat, dan sehat. Salah satu usaitak menciptakan
perekonomian yang kuat dan sehat yaitu mengembangkstem ekonomi
berdasarkan nilai dan prinsip syariah. Prinsip iayiaberdasarkan nilai keadilan,
kemanfaatan, kepercayaan, keseimbangan, dan waliv8aah satu prinsip dalam
ekonomi syariah yaitu larangan terhadap prakte&, rital inilah yang mendorong
berdirinya perbankan syariah, sebagai wadah bagyanakat yang ingin kegiatan
ekonomi dan bisnisnya terbebas dari praktek riba siesuai dengan ketentuan-
ketentuan syariah.

Larangan terhadap praktek riba tidak hanya ada @gal@an Islam. Perlu
dikemukakan bahwa dua agama besar samawi yaitteKrgan Yahudi mempunyai
preposisi yang sama dengan Islam tentang riba yailarang transaksi secara
ribawi. Dalam perjanjian lama Kitab Exodus (kelugraasal 22 ayat 25 dikatakan
“‘jika engkau meminjamkan uang kepada salah seonamgtku, orang yang miskin
diantaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagearsy penagih hutang terhadap
dia, janganlah kamu bebankan bunga uang kepada Digian lain dari kitab suci
yang sama Yyaitu Deuteronomy (Kitab Ulangan) pasal agat 19 dinyatakan
“langanlah engkau membungakan uang kepada saudabarkRwang maupun bahan
makanan, atau apapun yang dapat dibungakan”.

Riba yang dimaksud dalam ayat Al-Quran yaitu sefmmambahan yang

diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti peémyeimbang yang dibenarkan

8 Karnaen A. Perwataatmadja dan H. Muhammad S$yafiitonio, Apa dan Bagaimana
Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 13.
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syariah”?

Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau gpabgng Yyaitu
transaksi bisnis atau komersial yang melegitimdanga penambahan tersebut secara
adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewaw &tagi hasil proyek.

Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upahlseeaa adanya manfaat
sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekais suatu barang karena
penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudalkaipalai ekonomisnya pasti
menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal-lpeli si pembeli membayar
harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demjkiga dalam proyek bagi hasil,
para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntukgeena di samping
menyertakan modal juga turut serta menanggung kgkmemn risiko kerugian yang
bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konwealssi pemberi pinjaman
mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adamta penyeimbang yang
diterima si peminjam kecuali ke-sempatan dan faktaktu yang berjalan selama
proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di ad@lah si peminjam diwajibkan
untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, daesti untung dalam setiap

penggunaan kesempatan tersebut

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah Hedgrgan cepat baik di
panggung internasional maupun nasional. Produkgbroshovatif bermunculan
secara revolutif. Design-design kontrak multi-aklagbrid) menjadi tak terhindarkan,
yang terkadang membuat produk perbankan dan keoasgariah di Indonesia
menjadi ketinggalan. Fatwa-fatwa baru tentang ekorgyariah terus bermunculan.
Para praktisi perbankan dan keuangan syariah gakar ekonomi Islam harus

memahami dengan baik perkembangan mutakhir tentenvgsi produk perbankan

o M. Harun Al-Rasyid Ramadhana, “Riba Dalam Pandanglslam”, http:

/lronaldpputra.multiply.com/journal/item/@iunduh 15 Mei 2011.
19 Ibid.

" bid.
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dan keuangan syariah dan memahami fatwa-fatwa mabankantemporer baik di

kancah international maupun nasional.

Terdapat hubungan yang kuat antara inovasi produigah pengembangan
pasar bank syariah, Artinya, semakin inovatif bayariah membuat produk,
semakin cepat pula pasar berkembang. Maka, lemahayasi produk bank syariah,
bagaimanapun berimbas secara signifikan kepadbalzxyya pengembangan pasar
(market expansign Lemahnya inovasi produk dan pengembangan pasarket
expansion)bank syariah harus segera di atasi, agar aksef@agembangan bank
syariah lebih cepat. Inovasi produk diperlukan ammrk syariah bisa lebih optimal
dalam memanfaatkan fenomena global. Karena itu shanelakukan inisiatif

akselerasi luar biasa dalam pengembangan pasapetegembangan proddk.

Tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkaajébteraan manusia yang
terletak pada pemeliharaan iman, hidup akal, keamudan harta. Segala tindakan
yang berupaya meningkatkan kelima maksud tersebeupakan upaya yang
memang seharusnya dilakukan serta sesuai dengaskdratan umum.

Masyarakat memiliki kebutuhan sehari-hari yang &adipenuhinya dalam
kehidupannya, baik kebutuhan primer, sekunder, onatgrsier. Manusia diwajibkan
untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna muinkebutuhannya. Allah itu
Maha Pemurah, sehingga mengkaruniakan rezeki yamggs luas kepada manusia,
dan Allah memberikan rezeki-Nya itu kepada siaga yang mau berusaha dan
bekerja keras. Adakalanya masyarakat tidak memii&ha yang cukup untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, oleh karenatglam perkembangan
perekonomian masyarakat yang semakin meningkat uflahgasa pembiayaan yang
ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembagankgan non bank.

Pembiayaan dilakukan melalui dua jenis bank, yBiémk Konvensional dan

Bank Syariah. Namun sistem bunga yang diterapkatandasistem Bank

12 Agustiantq“Inovasi Produk Perbankan Syariakip:/www.agustiantocentre.com/?p=310,
diunduh 20 Mei 2011.
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Konvensional tidak sesuai dengan prinsip umat islang berlandaskan kepada
syariat. Penggunaan bunga uang dianggap sebagadaib itu hukumnya adalah
haram.

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi dayepkm jasa keuangan
yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilamislkkhususnya yang bebas dari
bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang produktif seperti perjudian
(masyil), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragulgharar), berprinsip
keadilan, dan hanya membiayai kegiatan yang hdBdnk Syariah sering
dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tamgm merupakan konsep yang
lebih sempit dari bank syariah, ketika sejumlalirumaent atau operasinya bebas dari
bunga. Bank Syariah selain menghindari bunga, gagara aktif turut berpatisipasi
dalam mencapai sarana dan tujuan dari ekonomi igtamg berorientasi pada
ksejahteraan sosidl.

Fungsi dari dari bank syariah yaitu sebagai badsha famwil) dan badan
sosial (naal:

1. Sebagai badan usaha mempunyai beberapa fungsi, yait
- Sebagai manajer investasi, melakukan penghimpuraara dlari para
investor/nasabahnya dengan prinsiyadi'ah yad dhamanakh(titipan),
mudharabahbagi hasil) atayarah (sewa).
- Sebagai investor, melakukan penyaluran dana metalgiatan investasi
dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa.
- Sebagai penyedia jasa perbankan, menyediakan gagmdan, jasa non
keuangan, dan jasa keagenan.
2. Sebagai badan sosial mempunyai fungsi sebagai loémgana sosial untuk
penghimpunan dan penyaluran zakat, infak dan sadg@aS), serta

penyalurargardhul hasar(pinjaman kebajikan).

B Ascarya dan Diana YumanitaBank Syariah: gambaran Umuym(Jakarta: Bank

Indonesia,2005), hal. 4.
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Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, Igaibaperaturan
perundang-undangan telah ditetapkan dalam rangkagath@& penyelenggaraan
perbankan syariah, namun mengingat luasnya kegwasaha perbankan syariah,
sementara peraturan yang ada belum dapat mencampecbankan syariah secara
komprehensif. Peraturan mengenai perbankan sygaag pernah dikeluarkan di
Indonesia meliputi Undang-Undang, Peraturan PenadrirSurat Keputusan Direksi
Bank Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia. Qusayrhukum positif tersebut,
untuk memberikan kepastian hukum apakah suatuatkanstau produk dan jasa
yang akan dilakukan oleh bank syariah bertentargfan tidak dengan prinsip
syariah, maka Dewan Syariah Nasional dari waktwéetu mengeluarkan fatwé.

2.1.1 Definisi Pembiayaan syariah

Dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil yang memerintaimk manusia
untuk bekerja, begitu juga dalam Hadist hal ingjimgnyak ditemui. Manusia
dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melakpk&erjaan yang dilarang
dalam agama. Manusia bisa melakukan kegiatan psbdiéperti bertani,
berkebun, beternak, pengolahan makanan dan minwtaaniain-lain. Dapat
juga melakukan aktivitas distribusi, seperti pestggan. Untuk memulai
usaha seperti ini diperlukan modal, seberapapuninkac Ada yang
mendapatkannya dari uang sendiri atau keluarga, mtaminjam dari rekan-
rekannya. Jika tidak tersedia, peran institusi kgaa menjadi sangat penting

karena dapat menyediakan modal bagi orang-orangiain berusah&’

Dalam Islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilgranbahkan

dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntangkyang pada

14" Syaiful watni, Suradji dan Sutriyagd Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan
Perbankan Syariah di IndonesiaJakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departem
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonexif3), hal. 19.

5 M. Syafi Antonio, ‘Memperoleh Pembiayaan dari Bank Syatjah
http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/memjetrgpembiayaan-dari-bank-syariah-2/ , diunduh
28 Februari 2011.
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gilirannya berakibat kepada hubungan persaudarddal. yang perlu
diperhatikan adalah apabila hubungan itu tidak nkerig aturan yang
diajarkan oleh Islam. Karena itu, pihak-pihak yahgrhubungan harus

mengikuti etika yang digariskan oleh Islafn.

Dalam perbankan syariah, sebenarnya penggunaan piajam-
meminjam kurang tepat digunakan disebabkan duaHetama, pinjaman
merupakan salah satu metode hubungan finansiahdalam. Masih banyak
metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjansaperti jual beli, bagi
hasil, sewa, dan sebagainya. Kedua, dalam Islamgrpimeminjam adalah
akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bileseang meminjam sesuatu,
ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambabstas pokok
pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadits Nakli. sgang mengatakan
bahwa setiap pinjaman yang menghasilkan manfadatadda, sedangkan
para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Karenadmiam perbankan

syariah, pinjaman tidak disebut kredit, tapi pergain tinancing.’

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentangbpéan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbantidak terdapat
perbedaan defenisi yang signifikan antara kredingda pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah.

Kredit dalam undang-undang tersebut didefenisikaituypenyediaan
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan bérdasarkan
persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam doéatadengan pihak lain
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utgagsetelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian buffy&edangkan pembiayaan syariah

18 1bid.
7 \bid.

18 Indonesia, UU Nomor 10 Tahun 199§. cit, Pasal 1 angka 11.
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didefenisikan yaitu penyediaan uang atau tagihag yapersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dr@akadengan pihak pihak
lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk membalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu atenmbalan atau bagi

hasil*®

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/07/PBI3200
Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tab#ralasarkan akad
mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiamaya berdasarkan
prinsip bagi hasif°

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 25 Undang-UndangM&imitahun
2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwabiBgaan adalah
penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakaamé@nderupa:
a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dayanakah;
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah ataua desli
dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahsddam,
istishna;
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang lgeddn
e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijaralk uransaksi

multi jasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar& Bgariah
dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak laimgymewajibkan pihak
yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untukngembalikan dana
tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan anhgtah, tanpa imbalan,
atau bagi hasil.

1 |bid. Pasal 1 angka 12.

20 Indonesia,Peraturan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktivaodrktif bagi Bank

Syariah PBI No. 5/07/PBI/2003, Pasal 1 angka 3.
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Prinsip bagi hasil merupakan landasan utama baakiasy dalam
kegiatan operasinya baik dalam penghimpunan danapuna dalam
penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun meladubdgai produk bank
syariah itu dimasukkan kedalgmooling fund kemudian dipergunakan dalam
penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengarsipribagi hasil
(mudharabahdanmusyarakal prinsip jual beli (hurabahahdansalanj, dan
prinsip sewaifarah). Selain itu terdapat berbagai bentuk pembiaysary
merupakan turunan langsung maupun tidak langsundpeatuk pembiayaan

yang tersebut sebelumnya.

Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dipérdiagian bagi
hasil/laba sesuai dengan kesepakatan awal (niszathasil) dengan masing-
masing nasabahmudharib atau mitra usaha). Dari pembiayaan dengan
prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan, segkan dari pembiayaan
dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewalufeisan pendapatan dari
pooling fundini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengamusenasabah
yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikagnya sesuai dengan
kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihiga letan didistribusikan
kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dirmask&lalam laporan
rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sealanggndapatan lain
seperti dari mudharabah mugayyadah (investasiatgrikan jasa keuangan

dimasukkan kedalam laporan rugi laba sebagai petaapperasi lainnya.

Bentuk pembiayaan bank syariah utama dan palingngedisepakati
oleh para ulama adalah pembiayaan dengan bagi katim bentuk
mudharabah dan musyarakah, prinsipnya adalgihunm bi’'l-ghurmataual-
khar, j bi'l-daman yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungapata
ambil bagian dalam resiko, atau untuk setiap kenggn ekonomi riil harus

ada biaya ekonomi riil. Ciri utama pembiayaan bhgsil adalah bahwa

' Antonio, op. cit, hal. 38.
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keuntungan dan kerugian ditanggung bersama olehlibetdana maupun
pengusaha. Konsep pembiayaan bagi hasil berlandapkda beberapa

prinsip dasar, yait&?

1. Pembiayaan bagi hasil tidak berarti meminjamkangudatapi
merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal makghr
keikutsertaan asset dalam usaha hanya sebatas rgropo
pembiayaan masing-masing pihak.

2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggusidkoekerugian
usaha sebatas proporsi pembiayaannya.

3. Para mitra usaha bebas menentukan, dengan pessetgusama,
rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yamgtaerbeda
dari rasio pembiayaan yang disertakan.

4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihatki$ sama

dengan proporsi investasinya.
Prinsip Pembiayaan Syariah yang paling mendasdalad

- Keadilan, pembiayaan tersebut saling menguntundgak pihak yang
menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana

- Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukasetyean
pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntursgau bagi

hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.

Agar proses pembiayaan berjalan sesuai dengan dmaralan
memenuhi prinsip-prinsip tersebut diatas, maka tditkan informasi dan
data-data dari calon nasabah yang mengajukan permanhpembiayaan

kepada bank, informasi dan data yang dimaksud:yaitu

- Informasi data nasabah

- Informasi data penjualan/pembelian

2 |bid., hal. 20.
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- Proyeksi laporan keuangan

- Akad pembiayaan

Perbankan syariah sebagaimana perbankan konvahsiaimnya
tunduk dengan aturan perbankan Indonesia yangapiah oleh Bank
Indonesia. Pengaturan resiko wajib dilakukan oletrb@ankan syariah
Walaupun perbankan syariah tidak sepenuhnya memggikko suku bunga
(interest risk akan tetapi bank syariah memiliki resiko-resikon| pada
umunya. Risiko yang dihadapi oleh perbankan syaaddlah risiko kredit
(asset non bagi hasil, dan asset sistim bagi (esskt variable,risiko pasar
(risiko harga ekuitas,risiko nilai tukar, risiko rga komoditas, risiko
likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risikreputasi dan lain-lain.
Dimana risiko-risiko ini harus diminimalisir oleh amajemen guna
mengingkatkan kinerja bank syariah . Untuk itulapedukan pengelolaan
resiko oleh perbankan syariah perlu mendapatkanapan maksimal guna
mengingkatkan performa perbankan syaffah.

2.1.2 Produk-produk pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan urat nadi penghidupan dauabelmdustri
perbankan terlebih perbankan syariah, maka peraralpembiayaan yang
dilakukan harus memenuhi prinsip kehati-hatian dgeenerapan prinsip
syariah. Perbankan syariah diharapkan dapat berpgakm pertumbuhan

ekonomi. Dalam menyalurkan dananya kepada nasae@hya garis besar

Z Rinda Asytuti, “Kedudukan Jaminan Dalam PembiayBank Syariah Sebagai Penerapan Prinsip
Prudential Banking”http://rindaasytuti.wordpress.com/2009/08/29/jammirdalam-pembiayaan-di-lksdiunduh
20 Mei 2011.
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produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kgtegori yang

dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, ¥aitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli

Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanggpinplahan

kepemilikan barang atau bendeafisfer of property Tingkat keuntungan

bank ditentukan didepan dan menjadi bagian haatatzrang yang dijual.

Contoh:

a. Murabahalhy yaitu transaksi jual beli dengan harga pokok yalng
tambah dengan ke untungan (laba) di mana hargaekpmt&o laba dari
pihak penjual di ketahui oleh pihak pembeli nya.

b. Salam yaitu akad pemesanan suatu barang yang memilitarik
yang telah disepakati, dan dengan pembayaran patda saat akad
dilaksanakan.

c. Istishng yaitu jual beli barang dalam bentuk pemesananbpatan
barang dengan kriteria dan persyaratan tertentuy ydisepakati
dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada

dasarnya prinsiparah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya

terletak pada objek transaksinya. Bila jual beleklransaksinya adalah
barang, padgarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir maga se
bank dapat saja menjual barang yang disewakanngadke nasabah.

Harga sewa dan harga jual disepakati pada awahrpamn. Selain itu

dikenal puladAl ljarah al-Muntahia bit tamlikyaitu akad sewa yang diakhiri

dengan kepemilikan barang barang yang disewa @gjepva.
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Contoh:

24 Adiwarman A. karimBank Islam Analisis Figih dan KeuangariJakarta: Raja Grafindo
Persada. 2006), hal. 97.
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a. Musyarakah yaitu kerjasama antara kedua pihak atau lebilukunt
suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihakbergkan
kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko aksmggung
bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak
mana pihak pertama (malik, shahib al mal, Lembagaakgan
Syariah) menyediakan seluruh modal, sedang pihaukg‘amil,
mudharib, nasabah) bertindak selaku pengelola dantingan usaha
dibagi di antara mereka sesuai kesepakatanyangnditan dalam
kontrak.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasimgdukan juga
akad pelengkap. Akad ini ditujukan tidak untuk rendkeuntungan,
tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan ge@n. Meskipun
tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalamdak&lengkap ini
diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biagagydikeluarkan
untuk melaksanakan akad ini. Besarnya penggantabra sekedar untuk
menutupi biaya yang benar-benar timbul dari akad in

Contoh: Hiwalah (alih utang) Rahn(gadai),Qardh

Pembiayaaan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Pembiayaan dapat memajukan arus tukar menukargdeamjasa.

2. Pembiayaan dapat mengaktifkan alat pembayaran iHeaghal ini
sesuai dengan fungsi intermediary bank.

3. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan aatmpotensi
ekonomi yang ada yang dapat menggairahkan usaha dan

meningkatkan produktifitas dari usaha yang diketdédn nasabah.

Perbankan syariah dalam rangka penerapan prindatikeatian dalam

penyaluran dana melalui pembiayaan juga menggunpkasip 5 C yaitu
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Charakter Capacity, Capitgl Condition of Economy dan Collateral
(Jaminan) sebagaimana perbankan pada umumnya.

1. Character adalah pertimbangan utama dalam proses pembiayaan
Karakter nasabah yang baik akan menjadi pertimbang@ama
pembiayaan, akan tetapi untuk mengetahui secaré kasakter
nasabah diperlukan pengumpulan data dari berbegzsak pdi
lingkungan tempat tinggal, pergaulan atau data dambaga
pembiayaan lain.

2. Capacity atau kememampuan nasabah menjalankan usahanya dan
mengembalikan pembiayaan. Kemampuan ini sangatngeanhtung
menentukan besar kecilnya penghasilan usaha se&atngngetahui
kemampuan bayar nasabah terhadap cicilan dari epdmaian
pembiayaan yang akan diberikan. Informasi ini dajpgali dari data
keuangan usaha.

3. Capital atau permodalan yang dimaksud adalah berapa besdal
yang digunakan dalam menjalankan usaha. Selaidigunakan data
langsung mengenai aset yang dimiliki berdasarkanggmatan
langsung ke lokasi atau laporan keuangan.

4. Condition of Economyadalah situasi dan kondisi ekonomi yang
berkaiatan erata dengan usaha yang dijalankan mdshbah baik
dalam skala mikro mapun makro.

5. Collateral atau jaminan adalah harta pihak ketiga (nasabahy y

diikat sebagai jaminan bilamana terjadi wanprestasi

2.1.3 Jenisjenis Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakagisin besar
pembiayaan bank syariah disalurkan dalam bentukniggasa yang dibelikan
bank untuk nasabahnya. Dengan demikian pembiayaaryah diberikan
apabila barang/jasanya telah ada terlebih dahudngdn metode ada barang
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dahulu baru ada uang muka, maka masyarakat dipatcik unemproduksi
barang/jasa atau mengadakan barang/jasa. Selamjubgrang yang

dibelikan/diadakan menjadi jaminaco{lateral) hutang?
Ada tujuh (7) jenis pembiayaan utama pada bankatyayaitu®®

1. PembiayaanMusyarakah yaitu pembiayaan sebagian kebutuhan
modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatsiai
kesepakatan. Hasil usaha bersih dibagi antara bsaliagai
penyandang danaapbul maa) dengan pengelola usahaydharib
sesuai dengan kesepakatan. Umumnya porsi bagi Hésthpkan
sesuai dengan presentasi konstribusi masing-maghagla akhir
jangka waktu pembiayaan, dana pembiayaan dikenamalkepada
bank.

2. Pembiayaan Mudharabah, yaitu pembiayaan selurultddedn modal
pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas skesapakatan.
Hasil usaha bersih dibagi antara bank sebagai pday@ dana
(rabbul maa} dengan pengelola mudharij sesuai dengan
kesepakatan. Umumnya porsi bagi hasil ditetapkayi bmaudharib
lebih besar dari padaabbul maal Pada akhir jangka waktu
pembiayaan, dana pembiayaan dikembalikan kepada ban

3. PembiayaaMurabahah yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang
dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jdsagan
kewajiban mengembalikan talangan dana tersebutrutelya pada
waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntangkari
transaksi jual beli antara bank dengan pemasok, atdara bank
dengan nasabah.

% H. Karnaen A.Perwataatmadja, “Bank Syariah sebad@irnative Pemecahan Masalah
Yang dihadapi Bank Konvensional,” (Makalah disarkpai sebagai bahan diskusi dihadapan peserta
seminar (PPLIH) tentang Perbankan Syariah, Fakidtdaim Universitas Indonesia, 1999), hal. 15.

% bid.
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4. PembiayaarBaiu Bithaman Ajil yaitu pembiayaan berupa talangan
dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatandpgasa
dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tdrsedcara
menyicil sampai lunas dalam jangka waktu terteréauai dengan
kesepakatan. Bank memperoleh margin keuntungartrdasaksi jual
beli antara bank dengan pemasok dan antara bagkc@&asabah.

5. Pembiayaanljarah, yaitu pembiayaan berupa talangan dana yang
dibutuhkan nasabah untuk memiliki sesuatu barasey/jdengan
kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangkauwktentu
sesuai dengan kesepakatan. Pada akhir jangka wkaebut
pemilikan barang dihibahkan dari bank kepada ndsaliZzank
memperoleh margin keuntungan dari pembelian damggsek dan
sewa dari nasabah.

6. PembiayaarAr-rahan yaitu pembiayaan berupa pinjaman dana tunai
dengan jaminan barang bergerak yang relatif nikitgtap, seperti
perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mdéa, lain-lain, untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakataabida diwajibkan
membayar kembali hutangnya pada saat jatuh temponadambayar
sewa tempat penyimpanan barang jaminannya. Bank pereheh
pendapatan berupa sewa tempat penyimpanan bammgia

7. PembiayaanQardhul Hassan yaitu pembiayaan berupa pinjaman
tanpa dibebani biaya apapun bagi kaum dhuafa yargpakan asnaf
zakat/infag/shadagah dan ingin mulai berusaha kesglan. Nasabah
hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknyf Szada
waktu jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan membiaya-biaya
administrasi yang diperlukan (seperti: bea metdriaya notaris, dan
lain-lain).  Nasabah yang Dberhasil dianjurkan merabay
zakat/infag/shadagah untuk memperkuat daaadhul HassanBank
memperoleh pengembalian biaya administrasi dan menag
zakat/infak/shadagah dari nasabah yang berhasibnga.
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Dilihat menurut sifat penggunaannya, Pembiayaanatdagibagi
menjadi®’

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditajukuntuk
memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, ypgaingkatan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupestasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digamakntuk
memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dkgunantuk
memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsit difpedakan
atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan keaotgekunder
(tambahan). Jadi pembiayaan pemilikan rumah daigategorikan
dalam pembiayaan konsumtif ini.

Bank syariah syariah dapat menyediakan pembiaya@areitsil untuk
pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggusieema
berikut ini:

= Al-bai’bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau
jual beli dengan angsuran.

» Al-jjarah al-muntahia bit-tamlikatau sewa beli.

» Al-musyarakah mutanagishah atau  decreasing
participation dimana secara bertahap bank menurunkan
jumlah partisipasinya.

= Ar-Rahnuntuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut lazim digunakan uparkenuhan
kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer padarumya tidak
dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Sesggaamy belum

mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong faku aniskin.

27 M. Syafii Antonio,Bank Syariah Dari Teori ke Praktefdakarta: Gema Insani. 2001), hal.
160.
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Oleh karena itu ia wajib diberi zakat atau sedekdy maksimal

diberikan pinjaman kebajikamlfgardh al-hasan
Menurut keperluannya, Pembiayaan produktif dagzaglimenjadi:

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk mamekebutuhan
peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maukualitatif, dan untuk
keperluan perdagangan atau peningkatan kegunaansuu barang.
Bank syariah dapat membantu bukan dengan meminjamiang,
melainkan dengan menjalin hubungan partnership atengasabah,
dimana bank bertindak sebagai penyandang damahipul madl,
sedangkan nasabah sebagai pengusabdharit). Pembiayaan semacam
ini dikenal denganmudharabah (trust financing. Fasilitas ini dapat
diberikan dalam jangka waktu tertentu, sedangkam lesil dibagi secara
periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelalh ja¢mpo, nasabah
mengembalikan jumlah dana tersebut beserta pogsihbail (yang belum

dibagikan) yang menjadi bagian bank.
Pembiayaan ini merupakan salah satu atau komldaasi

a. Pembiayaan Likuiditas césh financiny pada umumnya
digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul atkib
terjadinya ketidak sesuaian antarash inflowdan cash outflow
pada perusahaan nasabah. Bank syariah dapat mekemedi
fasilitas ini dalam bentukjardh timbal balik atau yang disebut
compensating balance Melalui fasilitas ini nasabah harus
membuka rekening giro dan bank tidak memberikanubaatas
giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi &ksidsuaian,
nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yanggdiarsehingga
menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disafpalalam

akad. Atas fasilitas ini bank tidak dibenarkan nmamiimbalan
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apapun kecuali sebatas biaya administrasi pengelofasilitas
tersebut.

b. Pembiayaan Piutang Réceivable Financig kebutuhan
pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang mebar@ngnya
dengan kredit, tetapi jumlah maupun jangka waktumedebihi
kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bagi bankargah
pembiayaan ini hanya dapat dilakukan dalam bealtajardh

c. Pembiayaan Persediadnyentory Financinyy dalam hal ini bank
syariah  mempunyai mekanisme tersendiri untuk mefenu
kebutuhan pembiayaan ini, yaitu antara lain demganggunakan
prinsip jual beli &l-bai’) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank
mengadakan (membeli dari supplier secara tuna@nggbarang
yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bankiaié&epada
nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan ndenga
mengambil keuntungan yang disepakati bersama ahtark dan
nasababh.

2. Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuni kebuatuterang-barang
modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitandgagan itu. Pembiayaan
ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan iagesyaitu keperluan
penambahan modal guna mengadakan rehabilitasivgsen usaha,

ataupun pendirian proyek baru.
Ciri-ciri pembiayaan investasi yaitu:

a. Untuk pengadaan barang-barang modal,
b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matantgtiaah;

c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dganmaka untuk

pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skeosyarakah
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mutanagishah,dimana bank memberikan pembiayaan dengan prinsip
penyertaan, dan secara bertahap bak melepaskarerfaamnya dan
pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali.ngkéain yang bisa
digunakan yaitual-ijarah al-muntahia bit-tamlik yaitu menyewakan

barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan.

2.2  Tinjauan umum Musyarakah M utanagishah

Bank syariah memiliki beragam produk pembiayaan atunyang dapat
ditawarkan kepada beragam nasabah yang memilikak®uan dan keinginan yang
berbeda-beda. Bank syariah lebih kaya akan dalam kbeagaman produk
pembiayaan rumah dibandingkan bank konvensionaj ianya memberikan hutang
beserta bunganya. Untuk memilih pembiayaan rumaelraesyariah, nasabah harus
memahami kemampuan dan keinginannya. Masing-masergbiayaan memiliki
ketentuan yang berbeda-beda. Salah satu pembiggmaiikan rumah itu adalah
pembiayaan musyarakah mutanagishah.

Kegiatan usaha penyaluran dana pada bank syadiakukian dalam bentuk
pembiayaan. Salah satu instrumen pembiayaan yam@gadh bank syariah adalah
musyarakah atau penyertaan moegjufty participatiof yang diperluas lagi menjadi
Musyarakah Mutanagishah atalecreasing participationyaitu perkongsian yang
kepemilikan bersama, dimana semula kepemilikan Habk besar dari nasabah
lama kelamaan pemilikan bank akan berkurang daabadfisakan bertambah atau
disebut juga perkongsian yang mengecil. Pembiayaasayarakah mutanagishah,
oleh kalangan perbankan lebih banyak digunakarkyroduk konsumtif.

2.2.1 Defenisi Musyarakah M utanagishah

Musyarakah mutanagishah merupakan produk turunan alad
musyarakah, yang merupakan bentuk akad kerjasatagaasua pihak atau
lebih. Kata dasamusyarakaladalahsyirkah,yang berasal dari katyaraka-
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yusariku-syarkan-syarikan-syirkatafsyirkalh), yang berarti kerjasama, baik
kelompok atau perorangan. Musyarakah atau syirkdédah merupakan
kerjasama antara modal dan keuntungan. Sementat@naqishah berasal
dari katayatanagihu — tanagish — tanagihan - mutanagshysng berari

pengurangan secara bertahap.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelsnidl Indonesia
(DSN-MUI)  Nomor:  73/DSN-MUI/X1/2008 tentang  Musydah
Mutanagishah, pada bagian pertama ketentuan umumyeimetkan bahwa
yang dimaksud dengan musyarakah mutanagishah abfalafiarakah atau
Syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau mealah satu pihaksyarik)
berkurang disebabkan pembelian secara bertahapiblek lainnya.

Musyarakah mutanagishah disebut juga perjanjiarggrebilalihan
porsi kepemilikan rumah, adalah suatu perjanjiamy@enggunakan konsep
pemilikan bersama oleh bank dan nasabah atas w@aralbangunan yang
dilakukannya pembayaran secara bertahap oleh rigsakagakibatkan porsi
kepemilikan bank menjadi berkurang disebabkan pabdalihan secara

bertahap pula oleh nasabah.

Akad musyarakah mutanagishah terdiri dari akayarakah/Syirkah
danBai’ (jual beli)?® Dalam akad musyarakah mutanagishah, pihak pertama
(syarik) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshahagaara bertahap dan
pihak kedua gyarik wajib membelinya. Dalam musyarakah mutanagishah
berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam fat®® Domor 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yan@ paitranya memiliki
hak dan kewajiban diantaranya:

a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepalk#teh
b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang akagp

pada saat akad

% Indonesia,Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Musyarakah avlagishah No.

73/DSN-MUI/X1/2008, bagian ketiga angka 1.
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Menanggung kerugian sesuai porsi modal.

Pada bagian keempat dari fatwa DSN MUI Nomor 73ufaB008

tersebut disebutkan bahwa ada beberapa ketentusukidari musyarakah

mutanagqishah, yaitu:

1.

Asset musyarakah mutanagishah dapajadih-kan kepada
syarik atau pihak lain.

Apabila asset musyarakah menjadi obyek ijarah, nsaieaik

(nasabah) dapat menyewa asset tersebut denganujidai

yang disepakati.

Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dilsaguai

dengan nisbah yang telah disepakati dalam akadngkdn

kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikansbah

keuntungan dapat mengikuti perubahan porsi kepemili
sesuai kesepakatan para syarik.

Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan asset muggdra
syarik (LKS) yang berkurang akibat pembayaran aghrik

(nasabah) harus jelas dan disepakati dalam akad.

Biaya perolehan asset musyarakah menjadi bebararbess

sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban

pembeli.

Di dalam musyarakah mutanagishah terdapat unsujaskena

(syirkah) dan unsur sewajdrah). Karena itu dalam pembiayaan musyarakah

mutanaqgishah ini berlaku juga dalam akadnya se@atantuan tentang

musyarakah(syirkah dan ketentuan tentanigarah. Kerjasama dilakukan

dalam hal penyertaan modal atau dana dan kerjasepeanilikan. Sementara

sewa merupakan kompensasi yang diberikan salahpg@dit kepada pihak

lain. Ketentuan pokok yang terdapat dalam musyarakautanagishah

merupakan ketentuan pokok kedua unsur tersebut.
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Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Rela&s Prinsip
Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan ReayalDana serta
Pelayanan Jasa Bank Syariah, musyarakah adalaaksarpenanaman dana
dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barangkumenajalankan usaha
tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasilauaatara kedua belah
pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkarbagian kerugian
berdasarkan proporsi modal masing-masth@edangkan didalam fatwa
Dewan Syariah Nasional tentang Musyarakah menyahutlbbahwa
musyarakah adalah pembiayaan berdasarkan akaddmgaantara dua pihak
atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masasing pihak
memberikan kontribusi dana dengan ketentuan baluatiéngan dan risiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepdkatan.

Pada prinsipnya syirkah atau musyarakah terselauf gdua) macam,

yaitu:*

1. SyirkahAmlak(kepemilikan)
Syirkah ini juga ada 2 (dua) macam, yaitu:
a. lkhtiyari, terjadi karena kehendak dua orang athihl untuk
berkongsi
b. Jabari, terjadi karena kedua orang atau lebih tidakat
mengelak untuk berkongsi, misalnya karena pewarisan
2. SyirkahUqud (terjadi karena kontrak)
Merupakan perkongsian yang terjadi karena kesepakdtia orang

atau lebih untuk berkongsi modal, kerja, atau kaahldan jika

29 Indonesia,Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan RpinSiariah Dalam

kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Danaasedlayanan Jasa Bank SyarjaRBI No:
9/19/PBI/2007 Jo. PBI No: 10/16/PBI/2008.

% IndonesiaFatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indoagsihtang Pembiayaan

Musyarakah Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.

3 Tatik Mariyanti, “Akad Musyarakah Mutanagisah 8m Pembiayaan Perumahan”,

elib.pdii.lipi.go.id/katalog/index.php/searchkatglo./9053/9053.pdfdiunduh 20 Februari 2011.
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perkongsian ini menghasilkan untung maka hal itanaldibagi

bersama menurut penyertaan dan kesepakatan maasiggn

Syirkah ini terbagi juga atas beberapa macam, :yaitu

a. Syirkah‘lnan
‘Inan artinya sama dalam penyetoran atau menawamkdtal.
Syirkah ‘inan merupakan suatu akad dimana dua oahag
lebih berkongsi dalam menyatukan modal dan samasam
memperdagangkannya dan bersekutu dalam keuntungan.
Hukum  jenis syirkah ini merupakan titik kesepakata
dikalangan para fukoha. Demikian juga syirkah ierapakan
bentuk syirkah yang paling banyak dipraktekkan kaum
muslimin, hal ini disebabkan karena bentuk perk@my$ni
lebih mudah dan praktis karena tidak mensyaratkagiaidan
pekerjaan. Salah satu dari mitra dapat memiliki ahgéng
lebih tinggi dari pada mitra yang lain. Begitu psklah satu
pihak dapat menjalankan perniagaan sementara gantidak
ikut serta. Pembagian keuntungan pun dapat dilakskauai
dengan kesepakatan mereka , bahkan diperbolehkHah sa
seorang dari mitra untuk memiliki keuntungan yaelgh tingi
jilka sekiranya ia memang lebih memiliki keahliannda
keuletan dari pada yang lain. Sedangkan kerugieustdibagi
menurut perbandingan penyertaan modal yang dimali&h
masing-masing mitra.
Musyarakah atau syirkah ‘Inan inilah yang dimaksladam
hal pembiayaan pemilikan rumah yang ketentuanngakdi
dalam pembiayaan musyarakah mutanagishah.
b. SyirkahMufawadhoh

Mufawadhoh artinya sama-sama. Syirkah ini dinamakan
muwafadhohkarena modal yang disetor oleh para mitra dan

usaha fisik yang dilakukan mereka adalah sama atau
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proporsional. Jadi syirkah ini merupakan suatu Uierakad
dari beberapa orang yang menyetorkan modal darausak
yang sama. Masing-masing mitra saling menanggurng sa
dengan lainnya dalam hak dan kewajiban. Dalam alyiiki
tidak diperbolehkan satu mitra memilki modal danrkengan
yang lebih tinggi dari pada mitra yang lainnya.

c. SyirkahWujuh
Syirkah ini dibentuk tanpa modal dari para mitraerbka
hanya bermodalkan nama baik yang didapatnya karena
kepribadiannya dan kejujurannya dalam melakukan
perniagaan. Syirkah ini terbentuk mana kala ada araag
atau lebih yang memiliki reputasi yang baik dalamnis
melakukan pemesanan suatu barang untuk dibeli déagdit
(tangguh) dan kemudian menjualnya dengan kontan.
Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini kemudidoagi
menurut persyaratan yang telah disepakati antagkaer

d. SyirkahAbdan(A’'mal)
Syirkah ini dibentuk oleh beberapa orang dengan amnod
profesi dan keahlian masing-masing, profesi dahkan ini
bisa sama bisa juga berbeda. Mereka menyewa sapate
untuk perniagaannya dan bila mendapatkan keuntudibagi

menurut kesepakatan diantara mereka.

ljarah sendiri adalah sewa menyewa barang antara kedafa jnibak,
untuk memperoleh manfaat atas barang yang diseadi. dhlam hal ini
merupakan pemberian kesempatan kepada penyewa ungargambil
manfaat dari asset (rumah) sewaan untuk jangkauwsktentu dengan
imbalan sewa yang besarnya sudah disepakati bersBerayewa yang
dimaksud disini adalah nasabah yang berkongsi debgak dalam investasi

pembiayaan rumah tersebut.
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Berkaitan dengan syirkah, keberadaan pihak yan@rfzsama dan
pokok modal sebagai objek akagirkah dan gghat (ucapan perjanjian dan
kesepakatan) merupakan ketentuan yang harus ténpgshagai syarat dari

pelaksanaan akad syirkah yaitu:

- Masing-masing pihak harus menunjukkan kesepakatarkdrelaan untuk
saling bekerjasama;

- Antar pihak harus saling memberikan rasa percaggateyang lain; dan

- Dalam pencampuran pokok modal merupakan pencampaamasing-

masing dalam kepemilikan obyek akad tersebut.

Sementara berkaitan dengan unsur sewa ketentuakrpakmeliputi;
penyewa ihusta’ji) dan yang menyewakanm(’jir), shighat (ucapan
kesepakatan)yjrah (fee, dan barang/benda yang disewakan yang menjadi
obyek akad sewa. Besaran sewa harus jelas dan dikptthui kedua pihak.
Dalam syirkah mutanagishah harus jelas besararuagslan besaran sewa
yang harus dibayar nasabah. Dan, ketentuan batas&tu pembayaran
menjadi syarat yang harus diketahui kedua belabkpiklarga sewa, besar
kecilnya harga sewa, dapat berubah sesuai kesepak2dlam kurun waktu

tertentu besar-kecilnya sewa dapat dilakukan kése¢ga ulang.

2.2.2 Landasan hukum Musyarakah M utanagishah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan opeedsia selain
terikat pada aturan-aturan hukum positif yang ditkan untuk sistem
operasional bank syariah, juga terikat erat dengakum Allah, yang
pelanggarannya berakibat kepada kemudharatan daniakhirat. Landasan
hukum islam pada pembiayaan musyarakah mutanaqgpsthsaat ini, dapat
disandarkan pada akadusyarakah(kemitraan) danjarah (sewa), karena
didalam akad musyarakah mutanagishah terdapat wystah dan unsur

ijarah.
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Berikut ini beberapa ketentuan landasan hukum yarmendasari

pembiayaan musyarakah mutanagishah ini, terkaitsyamakah dan ijarah,

yaitu:

- Dalil hukum Musyarakah

1. Al-Quran surat As Shaad ayat 24

“... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orangg yan
bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zakepada
sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mgkga amal
shaleh, dan amat sedikitlah mereka ini...”

Ayat ini mencela prilaku orang-orang yang bekemnasaatau
berserikat dalam dagang dengan menzalimi sebaganndtra
kerja mereka. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa kahr pada
hakekatnya diperbolehkan oleh risalah-risalah yandahulu dan
telah dipraktekkan.

Al-Quran surat Al-Ma’idah ayat 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-atkad”

Ayat ini mengharuskan orang-orang yang berkongsau at
berserikat dalam berdagang membuat akad yang galystidak
timbul permasalahan dikemudian hari. Ayat ini juEngan jelas
menunjukkan bahwa akad yang dibuat diawal perkangsipaya
dipatuhi.

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah

Rasulullah SAW berkata: “Allah Swt berfirman: Akdadah pihak
ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama ssédéin pihak
tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah gahek telah
berkhianat, Aku keluar dari mereka” (HR. Abu Daugng
dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah).

Arti hadist ini adalah bahwa Allah Swt akan seladisama kedua

orang yang berkongsi dalam rahmat-Nya dan berkah-Kijlah
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akan meridhoi kemitraan ini dan menurunkan berkaltard
perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satkedaanaya
telah berkhianat, maka Allah meninggalkan merekagde tidak
memberikan berkah dan pertolongan sehingga peimaga
merugi didunia dan akhirat.

4. Hadist riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf

“perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslik@cuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau mafigira
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syafatat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang retkal
menghalalkan yang haram.”
Dari hadist ini dapat kita ambil pedoman, jika kiteyin damai
maka kita harus tahu mana yang haram dan mana lyalad
menurut Al-Quran, dan jangan sekali-kali melanggpa yang
telah ditetapkan dalam A-Quran.

5. Kaidah Figih yang menyebutkan “pada dasarnya sebamuk
muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.”

Hal ini menunjukkan apapun boleh dilakukan asalkiiam
proses pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yiiagasnkan.

6. Pendapat ulama yang membolehkan musyarakah, septdst
diperbolehkannya musyarakah karena manusia memkkniliki
kelebihan dan kekurangan sehingga dalam melaksanaka
usahanya masing-masing manusia membutuhkan pe@aag
lain, sehingga diperlukan kerja sama dengan pilaék Untuk
mencapai tujuannya. Pendapat ulama tersebut daaytaisebagai
berikut:

a. lbnu Qudamahal-Mughni (Bayrut: Dar al-Fikr, t.th), juz
5, hal. 173:
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“Apabila salah satu dari dua yang bermitra (syarik)
membeli porsi (bagian, hishshah) dari syarik lamnypaka
hukumnya boleh, karena (sebenarnya) ia membelk mili
pihak lain.”

b. Ibn Abidin dalam kitabRaddul Mukhtarjuz Il halaman
365:
“Apabila salah satu dari dua orang yang bermityar(g)
dalam (kepemilikan) suatu banguan menjual porssét)-
nya kepada pihak lain, maka hukumnya tidak boleh;
sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepgdeks
nya, maka hukumnya boleh.”

c. Wahbah Zuhaili dalam kitaBl-Muamalah Al-Maliyah Al-
Muasirah hal. 436-437:
“Musyarakah mutanagishah ini dibenarkan dalam akari
karena —sebagaimana ljarah Muntahiyah bi-al-Tamlik-
bersandar pada janji dari Bank kepada mitra (ndgabz
bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi
kepemilikannya dalam Syirkah apabila mitra telah
membayar kepada Bank harga porsi Bank tersebigadi
berlangsung, Musyarakah ~ mutanagishah  tersebut
dipandang sebagai Syirkah ‘lnan, karena kedua belah
pihak menyerahkan kontribusi ra’'sul mal, dan Bank
mendelegasikan kepada nasabah-mitranya  untuk
mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai Syirkatk B
menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada ,mitra
dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan aecar
terpisah yang tidak terkait dengan akad Syirkah.”

d. Kamal Taufig Muhammad Hathab dalaiarnal Dirasat
Igtishadiyyah Islamiyyah Muharram 1434, jilid 10,

volume 2, hal. 48:
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“Mengingat bahwa sifat (tabiat) musyarakah merupaka
jenis jual-beli karena musyarakah dianggap sebagai
pembelian suatu porsi (hishshah) secara musyaak(tid
ditentukan batas batasnya) dari sebuah pokok maka
apabila salah satu mitra (syarik) ingin melepadkaknya

dari syirkah, maka ia menjual hishshah yang dinmi&

itu, baik kepada pihak ketiga maupun kepada syarik
lainnya yang tetap melanjutkan musyarakah tersebut.

e. Nuruddin Abdul Karim al-Kawamilah, dalam kitasl-
Musyarakah al-Mutanagishah wa Tathbigatuha al-
Mu’ashirah (Yordan: Dar al-Nafa’is, 2008), hal.133:

“Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa Musyarakah
Mutanagisah dipandang sebagai salah satu macam
pembiayaan Musyarakah dengan bentuknya yang umum;
hal itu mengingat bahwa pembiayaan musyarakah denga
bentuknya yang umum terdiri atas beberapa ragam dan
macam yang berbeda-beda. Dilihat dari sudut
“kesinambungan pembiayaan’istfmrariyah al-tamwi),

musyarakah terbagi menjadi tiga macam: pembiayaan
untuk satu kali transaksi, pembiayaan musyarakah

permanen, dan pembiayaan musyarakah mutanagishah.”

- Dalil hukum ijarah
1. Al-Quran Surat al-Zukhruf, ayat 32:
“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanaufi
telah menentukan antara mereka penghidupan merakand
kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagiareka
atas sebagian yang lain beberapa derajat, agargsgbanereka
dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahatenmu

lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”
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2. Al-Quran Surat al-Baqgarah, ayat 233:
“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh oraag,ltidak
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran raotenu
yang patut. Bertagwalah kepada Allah; dan ketahubahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

3. Al-Quran Surat al Qashash, ayat 26:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘lgahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kit@grena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu auoriiilk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagatidipercaya.”

4. Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nadisabda:
“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kefting

5. Hadist Riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah ddou Sa’id
al-Khudri, Nabi SAW bersabda:
“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukampahnya.”

6. Hadist Riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqgasherkata:
“Kami pernah menyewankan tanah dengan (bayaran)l has
pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami mé&gakuhal
tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakadeggan
emas atau perak.”

7. Hadist Riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslik@ouali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau miahgra
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan sysyatat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang ekl
menghalalkan yang haram.”

8. Kaidah Figih
“Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) hadahdlukan

atas mendatangkan kemaslahatan.”
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- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam musyarakahijaiah,
maka unsur keduanya sesuai dengan ketentuan daksal R313
KUHPerdata, perjanjian diberi pengertian sebagailsperbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinyaatiap satu orang lain
atau lebih. Dimana pihak satu berjanji kepada piaakatau dimana dua
orang yang saling saling berjanji untuk melaksanakasuatu haf
Dalam hal ini adalah bank syariah dan nasabah gsddarjanji. Dari
peristiwa itulah timbul suatu hubungan antara dimakptersebut yang
dinamakan perikatan. Dengan demikian hubungan argarikatan dan
perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menimbulgenkatan. Pihak yang
satu dapat menuntut realisasi dari apa yang digéga oleh pihak lain
dan dapat menuntutnya di depan hakim jika tuntdan apa yang
diperjanjikan itu tidak dipenuhi secara sukarela.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bgrbun
“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berldkagse undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidiabat ditarik
kembali selain dengan sepakat kedua belah pihakuSerjanjian harus
dilaksanakan dengan itikad baik”, pasal ini menkaarikebebasan untuk
membuat berbagai macam perjanjian yang isinyarigrapa saja asalkan
tidak bertentangan dengan undang-undang. Pasahigdng mendasari
lahirnya perjanjian-perjanjian seperti perjanjiamng dibuat oleh pihak
bank dan pihak pengguna jasa layanan bank yangungsif sebagai
undang-undang bagi para pihak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu pieramenjadi

sah dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata bukigekdentang

% Kitab Undang-undang Hukum PerdatéBurgerlijk Wetboek) Cet. 33,
diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, (J&kaPradnya Paramitha, 2003),
pasal 1313.
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Perikatan bab kedua bagian kedua tentang syaratsyang diperlukan
untuk sahnya perjanjian yang dimulai dari pasalOl32mpai dengan
pasal 1337. Secara garis besar syarat-syarat iérdapat dilihat pada
pasal 1320, yang menyebutkan untuk sahnya suajanpan diperlukan
empat syarat sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu hal tertentu;
d

. Suatu sebab yang halal.

Syarat-syarat yang disebutkan pada pasal 1320 adi dapat
dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat dibjdRua syarat yang
disebutkan pertama pada pasal 1320 disebut sydrgeksf yang apabila
syarat tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dakiz pembatalan
(canceling sedangkan dua syarat yang terakhir disebut sysojetktif
yang apabila ternyata tidak terpenuhi maka pegangkan batal demi
hukum @ull and void)yang artinya perjanjian tersebut tidak pernah ada
atau dengan kata lain usaha pihak yang disebutldimdperjanjian gagal
melahirkan suatu perikatan. Apabila syarat sahapgan tersebut sudah

terpenuhi semua maka perjanjian tersebut sudat dikagakan saft®

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indan&smor 73/DSN-
MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanagishah.
Menyebutkan bahwa ketentuan hukum Musyarakah mgitsimeh adalah
boleh.

% Hosenpp. cit.
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2.2.3 Kepemilikan Rumah Dengan Pembiayaan Musyarakah

M utanagishah di Beberapa Negara

Praktek Musyarakah mutanagishah di Indonesia m&amp@roduk
baru yang masih belum banyak digunakan, sedangksbetapa negara
didunia telah lama mengenal pembiayaan musyarakdahnagishah sebagai
pembiayaan untuk kepemilikan rumabh.

Akad musyarakah mutanagishah telah diadopsi oleim&Eh lembaga
keungan Islam diseluruh dunia. Koperasi Perumalsiaml di Toronto
Kanada, telah didirikan sejak 1981, koperasi inrhbeil menyediakan
perumahan dengan akad musyarakah mutanaqgishah.rasopéidirikan
dengan menggunakan sumber dana dari saham yarig ahiggota, setelah
anggota menghimpun saham yang cukup, koperasi niesdgimiah rumah
dan keluarga anggotanya dapat tinggal dengan memisaptu sewa yang
wajar kepada koperasi. Setelah itu anggota diaajurkneningkatkan
kepemilikan rumah tersebut dengan menginvestasikaranya dikoperasi.
Ketika mereka melakukannya sewa rumah yang diberkepada koperasi
berkurang seiring dengan meningkatnya proporsirképi@n nasabaf?

Lembaga Keuangan Lariba adalah organisasi yanggtla dan yang
mula-mula dibiayai oleh Muslim di Amerika Serikaerupakan group
konsultan keuangan masyarakat Islam. Dalam hal @sm@dn perumahan,
Lariba akan membeli rumah yang dinginkan nasabah Kemudian
menjualnya kepada nasabah. Skema program ini adealyizinkan nasabah
memiliki rumah tersebut dengan cara angsuran balgaag dikombinasikan
dengan prinsip sewa. Sewa yang dikenakan berdas@d@setujuan kedua
pihak, yaitu bank dan nasabah. Komponen persewdsdatasuatu fungsi dari
suatu nilai sewa yang adil dari rumah tersebut yaligntukan oleh
perusahaan dan pembeli rumah atas nilai sewa nteokman nilai sewa

rumah diwilayah tersebut. Pembeli membayar suasenitase dari nilai sewa

3 Mariyanti,op. cit.
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kepada bank yang didasarkan pada kontribusi kef@mil Komponen ini
dikenal sebagai tingkat pengembalian kapital.

Di Pakistan, skema Meezan Bank “Rumah Murah” adpé&hbiayaan
rumah islami yang pertama. Ini bebas dari riba desetujui badan pengawas
syariah. Dalam akad musyarakah mutanaqgishah ditma@ma memilki rumah
bersama-sama dengan nasabah. Bank menyediakaragaarbsampai 85 %.
Nasabah setuju untuk membayar pembayaran bulangad&ebank suatu
komponen adalah untuk sewa dan angsuran atas peabidank. Total
pembayaran bulanan akan berkurang secara teratiwimgsedengan
meningkatnya proporsi kepemilikan atas rumah tersefleh nasabah.
Nasabah menjadi pemilik rumah setelah investasne#i*®

PT. Perumahan Ansar di U.K menggunakan akad musfara
mutanagishah ini dalam pembiayaan perumahan. Skep@nilikan bersama
yang didasarkan mekanisme ijarah (persewaan). Mdatodsangat fleksibel,
angsuran bulanan meliputi dua unsur, yaitu sewaas@suran kepemilikan
rumah. Sewa dibayar oleh penghuni sesuai dengapoisiokepemilikan
rumah oleh PT. Perumahan Ansar. Ketika penghuningkatkan sahamnya
terhadap rumah, maka akan menimbulkan pengurangalal) sewa yang
harus dibayar nasabah.

LLOYD TSB dan Bristol & WEST di Inggris dan Irlaradibekerja
sama dengan Arab Korporasi Perbankan (ABC) dalaimbi@saan
perumahan Alburag Syariah-Compliant. Nasabah Atpudapat membeli
rumah dengan masa angsuran 25 tahun dan mempesmighiayaan sampai
ke 90 % dari nilai rumah. Nasabah dapat melunasipse/aktu dan tambahan
pembayaran sebesar sewa rumah. Mereka dapat jugiaaneumah ketika

mereka ingin. Hal ini sama dengan akad musyarakatamagishah dimana

%5 bid.
36 |bid.

% bid.
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nasabah dan bank masing-masing memiliki konstrilsizdam pembelian
rumah, kemudian nasabah akan mengangsur secaralahyedkaibatnya
kepemilikan bank atas rumah yang disewa akan manalam hal ini bank
membebani nasabah dengan sewa karena nasabah mekeggurumah
tersebut dan sewa dibagi sesuai dengan proporsenkikan rumah
tersebut?®

Dengan suksesnya penerapan akad musyarakah mstzataqi
dibeberapa Negara tersebut diatas, maka di Indo@sarapkan menjadikan
pembiayaan musyarakah mutanagishah ini sebaganatiie pembiayaan

perumahan yang islami.

2.24 Keunggulan dan kelemahan M usyarakah M utanagishah

Penerapan pembiayaan musyarakah mutanaqgishah kienbdiberapa

keunggulan sebagai pembiayaan syariah, diantasdatah®

1. Bank syariah dan nasabah sama-sama memiliki susgat a/ang
menjadi objek perjanjian. Karena merupakan assetabe® maka
antara bank syariah dan nasabah akan saling meagagatersebut.

2. Adanya bagi hasil yang diterima antara kedua bpilahk atas margin
sewa yang telah ditetapkan atas asset tersebut.

3. Kedua belah pihak dapat menyepakati adanya pernbadrga sewa
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengawgikugi harga
pasar.

4. Dapat meminimalisir risikofinancial cost jika terjadi inflasi dan
kenaikan suku bunga pasar pada perbankan konvahsion

5. Tidak terpengaruh oleh terjadinya fluktuasi bungsgr pada bank

konvensional, dan/atau fluktuasi harga saat temjadinflasi.

% Ibid.

% Hosen, op. cit
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Adapun kelemahan yang muncul dalam pembiayaan malsa
mutanagishah ketika diterapkan sebagai bentuk @smbn syariah adal&h:

1. Risiko terjadinya pelimpahan atas beban biaya &isis dan
pembayaran pajak, baik pajak atas hak tanggungan @djak atas
bangunan, serta biaya-biaya lain yang mungkin dapatjadi beban
atas asset tersebut yang menjadi tanggungan nasabah

2. Berkurangnya pendapatan bank syariah atas margiva sgng
dibebankan pada asset yang menajdi obyek akad.

3. Cicilan atas beban angsuran di tahun-tahun pertakan terasa
memberatkan bagi nasabah, naming akan menjadinridgaahun-
tahun berikutnya.

2.3 Pembiayaan M usyarakah Mutanagishah dalam Kredit Pemilikan Rumah
Syariah
Penerapan akad musyarakah mutanagishah pada pearigyemilikan
perumahan syariah sebagaimana telah disebutkan |madgan sebelumnya
merupakan gabungan dari akad musyarakah dan akath,ijmaka ketentuan yang
berlaku pada akad musyarakah dan akad ijarah lbedakam akad musyarakah
mutanagishah, yang tentu saja berpedoman kepadea Ex6N MUI No. 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah dan fab&N MUI No. 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan ljarah. Berikut Higkan mengenai ketentuan
dalam akad Musyarakah dan ljarah:
- Ketentuan-ketentuan dalam Pembiayaan Musyarakéh; ya
1. Pernyataan ijab dan gabul harus dinyatakan olela p#arak untuk
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kofaiead),
dengan memperhatikan hal-hal berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplistinjokkan
tujuan kontrak (akad).

*° Ibid.
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b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saatakontr

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespasge atau
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, damperhatikan
hal-hal berikut:

a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan
perwakilan.

b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerpem,setiap
mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.

c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset meesy@h dalam
proses bisnis normal.

d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang Ueituk
mengelola aset dan masing-masing dianggap telai dvewenang
untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan menapi&en
kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian kiesalahan
yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau
menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
a. Modal

* Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, patak
yang nilainya sama.
Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, separéng-
barang, properti, dan sebagainya. Jika modal barkeset,
harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan ghgati
oleh para mitra.

« Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan,
menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah

kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan
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» Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak
jaminan, namun  untuk  menghindari  terjadinya

penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

» Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakaarda
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaankeojsi
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh
melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainrdan
dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan
tambahan bagi dirinya.

e Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakab at
nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan ings
masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan ndala

kontrak.

c. Keuntungan

 Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk
menghindarkan perbedaan dan sengketa pada wakiasalo
keuntungan atau penghentian musyarakah

« Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara
proporsional atas dasar seluruh keuntungan dak ada
jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi
seorang mitra.

» Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keumtning
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentdse
diberikan kepadanya

» Sistem pembagian keuntungan harus tertuang deref@s |

dalam akad.
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d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secaopgosional

menurut saham masing-masing dalam modal.

Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanatga jika
terjadi perselisihan di antara para pihak, makayglesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah seteladak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.

- Ketentuan-ketentuan dalam Pembiayaan ljarah, yaitu:

1.

Rukun dan Syarat ljarah:

a.

Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabul berupa perraratdari kedua belah
pihak yang berakad (berkontrak), baik secara veatzal dalam bentuk
lain.
Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi f@svaberi jasa dan
penyewa/pengguna jasa.
Obyek akad ljarah adalah:

* Manfaat barang dan sewa; atau

* Manfaat jasa dan upah.

Ketentuan Obyek ljarah:

a.
b.

Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan batantau jasa.
Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai daratddpaksanakan
dalam kontrak.

Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dikate (tidak
diharamkan).

Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesmgan

syari'ah
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e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikiamar untuk
menghilangkanjahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jetsjasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi adantifikasi fisik.

g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dbe@yadt nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatudgpag dijadikan
harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa af@h dalam ljarah.

h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasda@hdain) dari
jenis yang sama dengan obyek kontrak.

I. Kelenturan f{lexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan ljarah:

a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang aisau |

* Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yegkin

* Menanggung biaya pemeliharaan barang

* Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang dilsamv

b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat batamgasa:

* Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk
menjaga keutuhan barang serta menggunakannya gesirak.

» Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatimgman
(tidak materiil).

» Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pedasmgglari
penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karenaakatapinak
penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak beytarg
jawab atas kerusakan tersebut.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibanatga jika terjadi

perselisihan di antara para pihak, maka penyelasgsadilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai epekatan melalui

musyawarah.
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2.3.1 Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Pembiayaan
Musyarakah M utanaqgishah
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah suatu fasilitasdit yang
diberikan oleh perbankan kepada para nasabah pgesrayang akan
membeli atau memperbaiki rumah. Sebagaimana telphparkan diatas
bahwa KPR yang dibahas dalam hal ini adalah KPRrigdyadengan

menggunakan pembiayaan musyarakah mutanagishah.

Konsep Musyarakah Mutanagishah dapat diaplikasikamuk
pembiayaan pembelian properti. Dalam skema ini @dar properti
menggunakan konsep kongsi kepemilikan rumah amMasabah dan Bank.
Pada awalnya, Nasabah dan Bank membeli rumah secara
bekerjasama/bermitra dengan menggunakan Akad MalsylamMutanagishah.
Atas properti tersebut, kemudian nasabah sepakak unenyewa manfaat
atas properti tersebut dengan menggunakan Akadhljddengan menyewa
manfaat properti tersebut, selanjutnya nasabah @mganlxewajiban sewa atas
property tersebut setiap bulannya sesuai dengea sdwa yang telah
ditentukan. Dari pembayaran sewa tersebut akangidibasilkan antara
Nasabah dan Bank sebagai pihak yang melakukan kkaggsama (syirkah)
sesuai dengan nisbah bagi hasil masing-masing pthak

Bagi hasil untuk Bank diakui sebagai pendapatankBsedangkan
bagi hasil yang diterima oleh nasabah digunakarh alasabah untuk
mengambil alih porsi kepemilikan Bank secara bagaletiap bulannya,
sehingga dalam jangka waktu yang telah disepal@atama pada akhirnya
saat jatuh tempo sewa maka kepemilikan rumah tetggenuhnya (100%)

menjadi milik nasabah.

“l Berdasarkan Data yang didapat dari salah saab&aijli Bank Muamalat Indonesia.
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Tahapan dalam pembiayaan Musyarakah Mutanagishatuk un

pengadaan suatu kredit pemilikan rumah, adHah:

1. Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuladnenmitra
dalam pembiayaan/pembelian suatu rumah yang dikatumasabah
dengan menjelaskan data nasabah, diantaranya taerkalengan
pendapatan per bulan nasabah, sumber pengembadiaa dntuk
pelunasan kewajiban nasabah, serta manfaat dakatinkebutuhan
nasabah atas rumah tersebut. Pengajuan permohdeagkdpi dengan
persyaratan administrativ pengajuan pembiayaan yaedaku pada
masing-masing bank dan yang telah ditentukan dafmmbiayaan
syariah.

2. Petugas bank akan menganalisa kelayakan nasabak mmenhdapatkan
rumah tersebut secara kualitatif maupun kuantitatif

3. Apabila permohonan nasabah layak disetujui oleh iteopembiayaan,
maka bank menerbitkan surat persetujuan pembia{aiéering lette)
yang didalamnya antara lain:

. Spesifikasi rumah yang disepakati;

. Harga rumah;

a

b

c. Jumlah dana bank dan nasabah yang disertakan;

d. Jangka waktu pelunasan pembiayaan;

e. Cara pelunasan (model angsuran);

f. Besarnya angsuran dan biaya sewa yang dibebangad&@&asabah.

4. Apabila nasabah menyetujui persyaratan yang dioan dalanoffering
letter tersebut, maka pihak bank dan/atau nasabah dagaghubungi
developer untuk ketersediaan rumah tersebut sdsngan spesifikasinya.

5. Dilakukan akad musyarakah mutanagishah antara é@mihasabah yang

memuat persyaratan penyertaan modal (kemitraanjyg@atan sewa

2 Hosen.pp. cit
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menyewa dan sekaligus pengikatan jaminan beru@mgarang diperjual

belikan tersebut serta jaminan tambahan lainnya.

Penyerahan barang dilakukan oleh developer kepak latau

nasabah setelah bank dan nasabah melunasi hardpeel@embarang kepada

developer. Setelah barang diterima bank dan nasgibbk bank akan

melanjutkan menyerahkan barang tersebut kepade mhaabah dengan

menerbitkan surat tanda terima barang dengan peajelspesifikasi barang

yang telah disepakati.

Berikut ini akan digambarkan tentang pembiayaanaludengan akad

musyarakah mutanagishah dengan ketentuan hargahrisebesar Rp.
144.000.000, porsi awal nasabah Rp. 28.800.000 s#basar 20 %, porsi
awal bank syariah Rp. 115.200.000 atau sebesar,8@&¥gin sewa sebesar

15 %, biaya sewa rumah bulan pertama untuk nasd&ah.440.000,

besarnya angsuran pokok yang harus dibayar nagavdiulannya yaitu Rp.

640.000, dan jangka waktu pembiayaan yaitu sela8@adlan.

BIn | Sewa Angsuran | Angsuran | Rasic Rasio | Porsi Porsi
Pokok Perbulan | Pors Porsi | Nasabah Bank
Nasabah | Bank
20,00 % | 80,00% 28.800.000 | 115.200.000
1 1.440.000 | 640.000 | 2.080.000 | 20,44% | 79,56%| 29.440.000 | 114.560.000
2 1.427.200| 640.000 | 2.067.200 20,89% | 79,11%| 30.080.000 | 113.920.000
3 1.420.800 | 640.000 | 2.060.800| 21,33% | 78,67%| 30.720.000 | 113.280.000
4 1.414.400 | 640.000 | 2.054.400| 21,78% | 78,22%| 31.360.000 | 112.640.000
5 1.408.000| 640.000 | 2.048.000 22,22% | 77,78%| 32.000.000 | 112.000.000
6 1.401.600 | 640.000 | 2.041.600| 22,67% | 77,33%] 32.640.000 | 111.360.000
7 1.395.200 | 640.000 | 2.035.200| 23,11% | 76,89%| 33.280.000 | 110.720.000
8 1.388.800 | 640.000 | 2.028.800| 23,56% | 76,44%| 33.920.000 | 110.080.000
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9 1.382.400| 640.000 2.022.400| 24,00% | 76,00% | 34.560.000 | 109.440.000
10 | 1.376.000| 640.000 2.016.000| 24,44% | 75,56% | 35.200.000 | 108.800.000
11 | 1.369.600| 640.000 2.009.600| 24,89% | 75,11%| 35.840.000 | 108.160.000
12 | 1.363.200| 640.000 2.003.200| 25,33% | 74,67%| 36.480.000 | 107.520.000
13 | 1.356.800| 640.000 1.996.800| 25,78% | 74,22% | 37.120.000 | 106.880.000
14 | 1.350.400| 640.000 1.990.400| 26,22% | 73,78% | 37.760.000 | 106.240.000
15 | 1.344.000| 640.000 1.984.000| 26,67% | 73,33% | 38.400.000 | 105.600.000
16 | 1.337.600| 640.000 1.977.600| 27,11% | 72,89% | 39.040.000 | 104.960.000
17 | 1.331.200| 640.000 1.971.200| 27,56% | 72,44% | 39.680.000 | 104.320.000
18 | 1.324.800| 640.000 1.964.800| 28,00% | 72,00% | 40.320.000 | 103.680.000
19 | 1.318.400| 640.000 1.958.400| 28,44% | 71,56%| 40.960.000 | 103.040.000
20 | 1.312.000| 640.000 1.952.000| 28,89% | 71,11%| 41.600.000 | 102.400.000
21 | 1.305.600| 640.000 1.945.600| 29,33% | 70,67%| 42.240.000 | 101.760.000
22 | 1.299.200| 640.000 1.939.200| 29,78% | 70,22% | 42.880.000 | 101.120.000
23 | 1.292.800| 640.000 1.932.800| 30,22% | 69,78% | 43.520.000 | 100.480.000
24 | 1.286.400| 640.000 1.926.400| 30,67% | 69,33%| 44.160.000 | 99.840.000
25 | 1.280.000| 640.000 1.920.000( 31,11% | 68,89% | 44.800.000 | 99.200.000
26 | 1.273.600| 640.000 1.913.600| 31,56% | 68,44% | 45.440.000 | 98.560.000
27 | 1.267.200| 640.000 1.907.200| 32,00% | 68,00% | 46.080.000 | 97.920.000
28 | 1.260.800| 640.000 1.900.800| 32,44% | 67,56% | 46.720.000 | 97.280.000
29 | 1.254.400| 640.000 1.894.400( 32,89% | 67,11%| 47.360.000 | 96.640.000
30 | 1.248.000| 640.000 1.888.000| 33,33% | 66,67% | 48.000.000 | 96.000.000
31 | 1.241.600| 640.000 1.881.600| 33,78% | 66,22% | 48.640.000 | 95.360.000
32 | 1.235.200| 640.000 1.875.200| 34,22% | 65,78% | 49.280.000 | 94.720.000
33 | 1.228.800| 640.000 1.868.800| 34,67% | 65,33% | 49.920.000 | 94.080.000
34 | 1.222.400| 640.000 1.862.400| 35,11% | 64,89% | 50.560.000 | 93.440.000
35 | 1.216.000| 640.000 1.856.000| 35,56% | 64,44% | 51.200.000 | 92.800.000
36 | 1.209.600| 640.000 1.849.600| 36,00% | 64,00% | 51.840.000 | 92.160.000
37 | 1.203.200| 640.000 1.843.200| 36,44% | 63,56%| 52.480.000 | 91.520.000
38 | 1.196.800| 640.000 1.836.800| 36,89% | 63,11%| 53.120.000 | 90.880.000
39 | 1.190.400| 640.000 1.830.400| 37,33% | 62,67%| 53.760.000 | 90.240.000
40 | 1.184.000| 640.000 1.824.000| 37,78% | 62,22%| 54.400.000 | 89.600.000
41 | 1.177.600| 640.000 1.817.600| 38,22% | 61,78%| 55.040.000 | 88.960.000
42 | 1.171.200| 640.000 1.811.200| 38,67% | 61,33%| 55.680.000 | 88.320.000
43 | 1.164.800| 640.000 1.804.800| 39,11% | 60,89% | 56.320.000 | 87.680.000
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44 | 1.158.400| 640.000 1.798.400  39,56%60,44% | 56.960.000 87.040.000
45 | 1.152.000| 640.000 1.792.000  40,00%60,00% | 57.600.000 86.400.000
46 | 1.145.600| 640.000 1.785.600  40,44%59,56% | 58.240.000 85.760.000
47 | 1.139.200| 640.000 1.779.200  40,89%59,11% | 58.880.000 85.120.000
48 | 1.132.800| 640.000 1.772.800  41,33%58,67% | 59.520.000 84.480.000
49 | 1.126.400| 640.000 1.766.400  41,78%58,22% | 60.160.000 83.840.000
50 | 1.120.000| 640.000 1.760.000 42,22%57,78% | 60.800.000 83.200.000
51 | 1.113.600| 640.000 1.753.60 42,67%57,33% | 61.440.000 82.560.000
52 | 1.107.200| 640.000 1.747.200  43,11%56,89% | 62.080.000 81.920.000
53 | 1.100.800| 640.000 1.740.800  43,56%56,44% | 62.720.000 81.280.000
54 | 1.094.400| 640.000 1.734.400  44,00%56,00% | 63.360.000 80.640.000
55 | 1.088.000| 640.000 1.728.000  44,44%55,56% | 64.000.000 80.000.000
56 | 1.081.600| 640.000 1.721.600  44,89%55,11% | 64.640.000 79.360.000
57 | 1.075.200| 640.000 1.715.200  45,33%54,67% | 65.280.000 78.720.000
58 | 1.068.800| 640.000 1.708.80? 45,78%54,22% | 65.920.000 78.080.000
59 | 1.062.400| 640.000 1.702.401) 46,22%53,78% | 66.560.000 77.440.000
60 | 1.056.000| 640.000 1.696.000 46,67%53,33% | 67.200.000 76.800.000
61 | 1.049.600| 640.000 1689.600 47,11%52,89% | 67.840.000 76.160.000
62 | 1.043.200| 640.000 1.683.20(1) 47,56%52,44% | 68.480.000 75.520.000
63 | 1.036.800| 640.000 1.676.801). 48,00%52,00% | 69.120.000 74.880.000
64 | 1.030.400( 640.000 1.670.40? 48,44%51,56% | 69.760.000 74.240.000
65 | 1.024.000| 640.000 1.664.000  48,89%51,11% | 70.400.000 73.600.000
66 | 1.017.600| 640.000 1.657.600  49,33%50,67% | 71.040.000 72.960.000
67 | 1.011.200( 640.000 1.651.200  49,78%50,22% | 71.680.000 72.320.000
68 | 1.004.800( 640.000 1.644.800  50,22%49,78% | 72.320.000 71.680.000
69 | 998.400 640.000 1.638.40( 50,67%49,33% | 72.960.000 71.040.000
70 | 992.000 640.000 1.632.00( 51,11%48,89% | 73.600.000 70.400.000
71 | 985.600 640.000 1.625.60( 51,56%48,44% | 74.240.000 69.760.000
72 | 979.200 640.000 1.619.20( 52,00% 48,00% | 74.880.000 69.120.000
73 | 972.800 640.000 1.612.80( 52,44%47,56% | 75.520.000 68.480.000
74 | 966.400 | 640.000 1.606.400| 52,89% | 47,11%| 76.160.000 67.840.000
75 | 960.000 | 640.000 1.600.000| 53,33% | 46,67%| 76.800.000 67.200.000
76 | 953.600 | 640.000 1.593.600| 53,78% | 46,22%| 77.440.000 66.560.000
77 | 947.200 | 640.000 1.587.200| 54,22% | 45,78% | 78.080.000 65.920.000
78 | 940.800 | 640.000 1.580.800| 54,67% | 45,33%| 78.720.000 65.280.000

Pembiayaan musyarakah...,Popi Oktaviani,FHUI,2011

Universitas Indonesia



56

79 | 934.400 | 640.000 1.574.400| 55,11% | 44,89% | 79.360.000 64.640.000
80 | 928.000 | 640.000 1.568.000| 55,56% | 44,44% | 80.000.000 64.000.000
81 | 921.600 | 640.000 1.561.600| 56,00% | 44,00% | 80.640.000 63.360.000
82 | 915.200 | 640.000 1.555.200| 56,44% | 43,56% | 81.280.000 62.720.000
83 | 908.800 | 640.000 1.548.800| 56,89% | 43,11%| 81.920.000 62.080.000
84 | 902.400 | 640.000 1.542.400| 57,33% | 42,67%| 82.560.000 61.440.000
85 | 896.000 | 640.000 1.536.000| 57,78% | 42,22%| 83.200.000 60.800.000
86 | 889.600 | 640.000 1.529.600| 58,22% | 41,78%| 83.840.000 60.160.000
87 | 883.200 | 640.000 1.523.200| 58,67% | 41,33%| 84.480.000 59.520.000
88 | 876.800 | 640.000 1.516.800| 59,11% | 40,89%| 85.120.000 58.880.000
89 | 870.400 | 640.000 1.510.400| 59,56% | 40,44%| 85.760.000 58.240.000
90 | 864.000 | 640.000 1.504.000| 60,00% | 40,00% | 86.400.000 57.600.000
91 | 857.600 | 640.000 1.497.600| 60,44% | 39,56%| 87.040.000 56.960.000
92 | 851.200 | 640.000 1.491.200| 60,89% | 39,11%| 87.680.000 56.320.000
93 | 844.800 | 640.000 1.484.800| 61,33% | 38,67% | 88.320.000 55.680.000
94 | 838.400 | 640.000 1.478.400| 61,78% | 38,22% | 88.960.000 55.040.000
95 | 832.000 | 640.000 1.472.000| 62,22% | 37,78% | 89.600.000 54.400.000
96 | 825.600 | 640.000 1.465.600| 62,67% | 37,33% | 90.240.000 53.760.000
97 | 819.200 | 640.000 1.459.200| 63,11% | 36,89% | 90.880.000 53.120.000
98 | 812.800 | 640.000 1.452.800| 63,56% | 36,44% | 91.520.000 52.480.000
99 | 806.400 | 640.000 1.446.400| 64,00% | 36,00% | 92.160.000 51.840.000
100 | 800.000 | 640.000 1.440.000| 64,44% | 35,56% | 92.800.000 51.200.000
101 | 793.600 640.000 1.433.600  64,89% 35,11% 930880. | 50.560.000
102 | 787.200 640.000 1.427.200  65,33% 34,67% 940080. | 49.920.000
103 | 780.800 640.000 1.420.800  65,78% 34,22% 9400R0. | 49.280.000
104 | 774.400 640.000 1.414.400 66,22% 33,78% 950860. | 48.640.000
105 | 768.000 640.000 1.408.000 66,67% 33,33% 96)000. | 48.000.000
106 | 761.600 640.000 1.401.600 67,11% 32,89% 960680. | 47.360.000
107 | 755.200 640.000 1.395.200 67,56% 32,44% 970R80.| 46.720.000
108 | 748.800 640.000 1.388.800  68,00% 32,00% 9700R0.| 46.080.000
109 | 742.400 640.000 1.382.400  68,44% 31,56% 98)660. | 45.440.000
110 | 736.000 640.000 1.376.00? 68,89% 31,11% 990R00. | 44.800.000
111 | 729.600 640.000 1.369.60? 69,33% 30,67% 990880. | 44.160.000
112 | 723.200 640.000 1.363.20? 69,78% 30,22% 10@A@80| 43.520.000
113 | 716.800 640.000 1.356.80? 70,22% 29,78% 1010020 42.880.000
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114 | 710.400 640.000 1.350.401) 70,67% 29,33% 1010060 42.240.000
115 | 704.000 640.000 1.344.00? 71,11% 28,89% 102000 41.600.000
116 | 697.600 640.000 1.337.601) 71,56% 28,44% 103080 40.960.000
117 | 691.200 640.000 1.331.201) 72,00% 28,00% 1030680 40.320.000
118 | 684.800 640.000 1.324.800  72,44% 27,56% 104620 39.680.000
119 | 678.400 640.000 1.318.400  72,89% 27,11% 104060 39.040.000
120 | 672.000 640.000 1.312.000  73,33% 26,67% 10%600| 38.400.000
121 | 665.600 640.000 1.305.60 73,780/‘6 26,22% 106200 37.760.000
122 | 659.200 640.000 1.299.200  74,22% 25,78% 1060880 37.120.000
123 | 652.800 640.000 1.292.800  74,67% 25,33% 1070600 36.480.000
124 | 646.400 640.000 1.286.400  75,11% 24,89% 108)060| 35.840.000
125 | 640.000 640.000 1.280.000  75,56% 24,44% 108600( 35.200.000
126 | 633.600 640.000 1.273.600  76,00% 24,00% 109880 34.560.000
127 | 627.200 640.000 1.267.200  76,44% 23,56% 1100080| 33.920.000
128 | 620.800 640.000 1.260.800  76,89% 23,11% 11@MBR0| 33.280.000
129 | 614.400 640.000 1.254.40? 77,33% 22,67% 1110660 32.640.000
130 | 608.000 640.000 1.248.00? 77,78% 22,22% 112000 32.000.000
131 | 601.600 640.000 1.241.60? 78,22% 21,78% 1120680 31.360.000
132 | 595.200 640.000 1.235.20? 78,67% 21,33% 113280 30.720.000
133 | 588.800 640.000 1.228.801) 79,11% 20,89% 113)0R0| 30.080.000
134 | 582.400 640.000 1.222.40? 79,56% 20,44% 114660 29.440.000
135 | 576.000 640.000 1.216.000  80,00% 20,00% 113200 28.800.000
136 | 569.600 640.000 1.209.600  80,44% 19,56% 113640 28.160.000
137 | 563.200 640.000 1.203.200  80,89% 19,11% 116880, 27.520.000
138 | 556.800 640.000 1.196.800  81,33% 18,67% 1170000 26.880.000
139 | 550.400 640.000 1.190.400 81,78% 18,22% 1170060 26.240.000
140 | 544.000 640.000 1.184.000 82,22% 17,78% 1188000 25.600.000
141 | 537.600 640.000 1.177.600 82,67% 17,33% 119080 24.960.000
142 | 531.200 640.000 1.171.200  83,11% 16,89% 119680 24.320.000
143 | 524.800 640.000 1.164.800  83,56% 16,44% 12@MBRA0| 23.680.000
144 | 518.400 640.000 1.158.400  84,00% 16,00% 12@O60| 23.040.000
145 | 512.000 640.000 1.152.00? 84,44% 15,56% 1210600 22.400.000
146 | 505.600 640.000 1.145.60? 84,89% 15,211% 1220080 21.760.000
147 | 499.200 640.000 1.139.20({) 85,33% 14,67% 1220880 21.120.000
148 | 492.800 640.000 1.132.80? 85,78% 14,22% 123)8R0| 20.480.000
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149 | 486.400 640.000 1.126.401) 86,22% 13,78% 124060, 19.840.000
150 | 480.000 640.000 1.120.001) 86,67% 13,33% 124800/ 19.200.000
151 | 473.600 640.000 1.113.601) 87,11% 12,89% 125080 18.560.000
152 | 467.200 640.000 1.107.201) 87,56% 12,44% 126080 17.920.000
153 | 460.800 640.000 1.100.800  88,00% 12,00% 1260R0| 17.280.000
154 | 454.400 640.000 1.094.400 88,44% 11,56% 1270860 16.640.000
155 | 448.000 640.000 1.088.000  88,89% 11,11% 128000 16.000.000
156 | 441.600 640.000 1.081.60 89,330/‘6 10,67% 128600 15.360.000
157 | 435.200 640.000 1.075.200  89,78% 10,22% 129060 14.720.000
158 | 428.800 640.000 1.068.800  90,22% 9,78%  1299R0| 14.080.000
159 | 422.400 640.000 1.062.400  90,67% 9,33% 13660, 13.440.000
160 | 416.000 640.000 1.056.000  91,11% 8,89%  1310R00; 12.800.000
161 | 409.600 640.000 1.049.600  91,56% 8,44% 1310880 12.160.000
162 | 403.200 640.000 1.043.200  92,00% 8,00% 1320880, 11.520.000
163 | 396.800 640.000 1.036.800  92,44% 7,56%  1330R0{ 10.880.000
164 | 390.400 640.000 1.030.40? 92,89% 7,11% 1330060 10.240.000
165 | 384.000 640.000 1.024.00? 93,33% 6,67%  134800{ 9.600.000
166 | 377.600 640.000 1.017.60? 93,78% 6,22%  13%080{ 8.960.000
167 | 371.200 640.000 1.011.20? 94,22% 578%  13%680{ 8.320.000
168 | 364.800 640.000 1.004.800  94,67% 533%  13@8R0| 7.680.000
169 | 358.400 640.000 998.400 95,11% 4,89%  136.960,00.040.000
170 | 352.000 640.000 992.000 95,56% 4,440  137.600.,06.400.000
171 | 345.600 640.000 985.600 96,00% 4,000  138.280.06.760.000
172 | 339.200 640.000 979.200 96,44% 3,56P0  138.880/06.120.000
173 | 332.800 640.000 972.800 96,89% 3,11%  139.5R0,/0@.480.000
174 | 326.400 640.000 966.400 97,33% 2,67%  140.160/08.840.000
175 | 320.000 640.000 960.000 97,78% 2,22  140.80003.200.000
176 | 313.600 640.000 953.600 98,22% 1,78%  141.480,0@.560.000
177 | 307.200 640.000 947.200 98,67% 1,33%  142.080)02.920.000
178 | 300.800 640.000 940.800 99,11% 0,89%  142.7R0/0Q.280.000
179 | 294.400 640.000 934.400 99,56% 0,44%  143.360/0640.000
180 | 288.000 640.000 928.000 100,000 0,00%  144.000/0
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Dari apa yang digambarkan diatas dapat kita lir@twa semakin
lama porsi kepemilikan nasabah makin bertambah rpedan porsi
kepemilikan bank syariah makin lama semakin mehdemiena nasabah
setiap bulannya membayar anguran atau cicilan yalaf) disepakati. Serta
juga dari pembayaran sewa nasabah kepada bang betennya akan terus
menurun sesuai dengan bertambahnya porsi kepemitiigabah atas rumah
tersebut. Besaran sewa dihitung dari Rp. 115.200:005% : 12 (bulan) x
180 (bulan) : 180 (bulan), sedangkan besarnya amgswokok dihitung dari
Rp. 115.200.000 : 180 (bulan) maka akan diperoédatan Rp. 640.000,-

Karena tujuan pokok dari pembiayaan Musyarakah Nageshah ini
adalah untuk memberikan kemudahan bagi nasabalk ulapat memiliki
rumah tinggal, maka sebaiknya dalam akad pembiagi@antumkan klausula

yang menegaskan bah#:

a. Terhadap jumlah imbalan sewa/ujrah, bank dapatakn&bln
peninjauan secara periodik, dan bank memberitahpkamjauan
tersebut kepada nasababh.

b. Tanpa persetujuan bank, rumah tidak boleh disewakan
(diijarahkan) kepada pihak lain, melainkan semata-mata

ijarah/sewa hanya kepada nasabah.

2.3.2 Konsep jaminan atas Kredit Pemilikan Rumah yang diterapkan
dalam pembiayaan Musyarakah M utanaqgishah

Jaminan atau agunan merupakan bentuk komitmenikdtan antara

nasabah dengan bank. Dalam Figh, jaminan selaianfadikenal dengan

3 A. Wangsawidjaja Z,Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanagishah (Tinjatem d
Perspektif Hukuny) (makalah disampaikan dalam Workshop tentang raragPembiayaan
Perumahan Secara Prinsip Syariah (KPR iB) Khusu$eykait Musyarakah Mutanagishah, Jakarta,
29 November 2010), hal. 6.
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istilah kafalah yang bermakna pemberian jaminan bagi orang yangtdng
ketika belum mampu membayar. Jaminan dalam benarang dikenal
dengan istilah gadarghn). Secara figh, adanya agunan yang dijalankan oleh
bank syariah dapat dibenarkan dari sisi memutws jhlagi nasabah untuk
berbuat tidak disiplin (moral hazard) dalam progesnbayaran. Metode

semacam ini dalam kajian figh dikenal dengan isskad adz-dzari'afi*

Cara bank mengamankan dana yang disalurkan kepamdakpi dana
yaitu bank dapat meminta jaminan kepada pemakaa dssuai dengan
petunjuk surat Al-Bagarah ayat 283 yang artinydbeyi “jika kamu dalam
perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunaiangeckamu tidak
memperoleh seorang penulis maka hendaklah adagoéaaggungan yang

dipegang”.

Dalam prakteknya, yang dijadikan jaminan adalalmatg yang
pengadaannya dibayai oleh bank. Adapun yang mepgdinan dalam
produk pembiyaan KPR syariah ini adalah sertifliaitti pemilikan rumah
yang menjadi objek pembiayaan. Sesuai dengan pétuayat tsb diatas,
selain barang yang pengadaannya dibiayai bankikijadaminan, apabila

perlu bank juga dapat meminta jaminan tamb&Ran.

Dalam fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Masgkah
Mutanagishah tidak disinggung-singgung mengenainam Namun dalam
fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayddasyarakah yang
berlaku juga untuk pembiayaan musyarakah mutanagisélah ditegaskan
bahwa untuk menghindari terjadinya penyimpangam olasabah penerima
fasilitas dalam melakukan kegiatan pembiayaan, égaltkeuangan syariah

dapat meminta jaminan kepada nasabahnya.

4 Nadratuzzaman Hosemttp://www.niriah.com/konsultasi/wirausaha/4id19t diunduh
20 Mei 2011.
% perwataadmadja dan Antonpa dan bagaimana Bank Islaop. cit, hal. 36.
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Selain itu ketentuan Pasal 23 UU No.21 tahun 260g&hg Perbankan
Syariah juga menegaskan bahwa sebelum Bank Sydaialatau Unit Usaha
Syariah menyalurkan dana kepada nasabah penerimiditaga harus
mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuam rasabah penerima
fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban padatu@ya, untuk memperoleh
keyakinan tersebut bank syariah dan/atau unit usgdw@ah wajib melakukan
penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuadalmdan agunan
(jaminan) dari nasabah calon penerima fasilitas.

Dalam butir ke 7 (tujuh) Pernyataan Standar Akusitdfeuangan
(PSAK) 106 tentang Akuntansi Musyarakah menyebutkahwa karena
setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra laenmyaka setiap mitra dapat
meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminans atalalainan atau
kesalahan yang disengaja. Beberapa hal yang méskanj@adanya kesalahan
yang disengaja yaitu:

a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain penyalaigud@na investasi,
manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau

b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip byaria

Bertitik tolak dari ketentuan-ketentuan tersebutataB, dapat
disimpulkan bahwa bank syariah untuk melaksanakarsip kehati-hatian
(prudential principl@ dalam memberikan fasilitas pembiayaan KPR syariah
dengan musyarakah mutanagishah dapat meminta jarképmda nasabdf,
walaupun dalam akad ini hubungan antara bank daabah merupakan
hubungan kerja sama dan bukan hubungan hutangngjutatapi jaminan
tetap diperlukan bank untuk rasa aman dalam metakukegiatan
pembiayaan karena tidak selamanya atau tidak sedslabah akan mulus dan

lancer dalam melakukan angsuran/cicilan.

% A. Wangsawidjaja Z, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanagishah (Tinjauan d

Perspektif Hukum), op. ¢ihal. 7.
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Rumah vyang dijadikan objek syirkah dijadikan agunpada
pembiayaan Musyarakah Mutanagishah. Secara kondépsyarakah
Mutanaqgishah atas rumah berbentuk kepemilikan bexsayang dalam
terminologi Islamic Finance dikenal dendgahirkat-al-Milk dimana Bank dan
Nasabah memiliki porsi unit atas rumah tersebutukimemastikan nasabah
memenuhi janjinya untuk membeli sisa porsi unis atamah tersebut, maka
rumah tersebut dijaminkan sebagai agunan pembiayaag diikat dengan
hak tanggungan. Hak Tanggungan atas agunan haksmatan sebesar porsi

unit yang dimiliki Bank atas rumah terseB(t.

Pada proses pembayaran anguran/cicilan, banyakorfakang
menyebabkan nasabah tidak dapat membayar cicifat veaktu. Dari segi
kemampuan membayar dalam lampiran SK Direktur Bhrdonesia No.
65/7/PBI/2003, terdapat 5 (lima) golongan penerpeanbiayaan dalam hal

pembayaran, yaitu:

1. Lancar, yaitu pembayaran tepat waktu, perkembangkening baik dan
tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyg@etanayaan.

2. Dalam perhatian khusus, yaitu terdapat tunggakamkpgembayaran
sampai 90 (Sembilan puluh) hari.

3. Kurang lancar, yaitu terdapat tunggakan pokok yahgh melampaui 90
(Sembilan puluh) hari samapi 180 (seratus delaparhphari.

4. Diragukan, yaitu terdapat tunggakan pembayaran lpokang telah
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari samfai(@ua ratus tujuh
puluh) hari.

5. Macet, terdapat tunggakan yang melampaui 270 (dtes rtujuh puluh)

hari.

Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan seca@nakantuk

membayar angsuran pembiayaan dilarang untuk menyretabiayaan

" Berdasarkan Data yang didapat dari salah saab&aijli Bank Muamalat Indonesia.
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utangnya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan tgné@orang pengutang
yang mampu akan tetapi lalai dalam sebuah hadisg yatinya “ yang

melalaikan pembayaran utang (padahal ia mampu) rdakat dikenakan
sanksi dan dicemarkan nama baiknya”, akan tetagbip nasabah benar-
benar bankrut dan tidak mampu membayar secara ogkenuntuk

menyelesaikan utangnya bukan karena lalai, banksharenunda tagihan
utangnya sampai ia menjadi sanggup kembali untuknlmagar utangnya
tersebut. Dalam surat Al-Bagarah ayat 280 Allah Berfirman yang artinya
“ dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukamaka berilah tangguh

sampai dia berkelapangan.”

Pada bank syariah jika ada nasabah yang tidak mdmkewajiban-
kewajibannya atau melanggar ketentuan-ketentuarg yafah disepakati
dalam akad dengan pihak bank, maka bank memilikiumuk memberikan
peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, baik lisan maugertulis dalam bentuk
pernyataan kesalahan/wanprestasi dalam surat atumygbaan yang
dikirimkan ke nasabah, bank juga akan memasangnpegala, stiker atau
bentuk-bentuk lain yang dipasang atau dituliskardapabyek agunan
pembiayaan. Jika nasabah mengabaikan atau memkgacpleringatan ini
serta tidak menunjukkan itikad baik untuk memenk#vajibannya, maka
bank memiliki hak kapan saja mengambil tindakaraseigrhadap tanah dan

bangunan yang dijadikan jaminan tersebut.

Jadi alasan utama adanya jaminan pada bank syadialah untuk
melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyafudkana pihak ketiga.
Alasan semacam ini memang dapat diterima, karena glang disalurkan
kemasyarakat bukan hanya dana milik bank sendtapt ada juga dana yang
berasal dari pihak ketiga yang harus dilindunghdb@ank syariah. Jaminan
(collateral) dalam perbankan syariah berbeda dengan jamindalain utang

piutang sebagaimana yang ada pada perbankan koowansyaitu bukan
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sebagai penjamin atas utang piutang tetapi berkeé@umdsebagai penjamin

agar pelaku usaha tidak melanggar perjanjian yelap disepakati.

2.3.3 Status Kepemilikan Sertifikat Atas Rumah Yang Menjadi Objek

Pembiayaan M usyarakah M utanagishah

Dalam fatwa DSN tentang musyarakah mutanagishala jpagjian
ketiga tentang ketentuan akad butir ke 5 (limagligkan bahwa setelah
selesai pelunasan penjualan, seluhushshahLKS beralih kepadasyarik
lainnya (nasabah). Hal ini berarti pada saat btdeakhir pembiayaan dimana
porsi kepemilikan nasabah rasionya menjadi 100% msi kepemilikan
bank menjadi 0%, maka objek pembiayaan tersebl&ndaal ini adalah
rumah sepenuhnya menjadi milik nasababh.

Sepanjang nasabah belum melunasi porsi kepemildaark, maka
menurut ketentuan fatwa DSN maka sertifikat rumafsebut atas nama
bersama bank dan nasabah. Setelah nasabah menglim&dluruh nya porsi
kepemilikannya atas rumah tersebut dari bank, neddem dilakukan proses
balik nama atas sertifikat rumah tersebut dari ysergula atas nama bersama
bank dan nasabah menjadi atas nama nasabah seggnuhn

Karena kepemilikan atas rumah bersama tersebuihnaéss nama
bank dan nasabah, maka bank tidak dapat membukukaah tersebut
sebagai asset bank. Dalam butir 27 PSAK 106 mukgargentang akuntansi
untuk mitra pasif pada saat akad antara lain mekegabahwa investasi
musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atgerpban asset non kas
kepada mitra aktif, selanjutnya butir 32 PSAK tbrgemenegaskan bahwa
bagian mitra pasif atas investasi musyarakah men{gdengan pengembalian

dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesalah kas yang dibayarkan
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untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurandajupengembalian dari
mitra aktif dan kerugian (jika ad4j.

Berdasarkan ketentuan dalam PSAK tersebut dapdsiddan bahwa
bank syariah sebagai mitra pasif dalam akad perabraymusyarakah
mutanagishah hanya membukukan dari sisi penyediaaa saja, hal ini juga
sesuai dengan dengan pengertian pembiayaan bémasandang-undang
Perbankan Syariah yaitu penyediaan dana (selfagmicier). Jadi dalam
pembiayaan ini bank tidak membukukan rumah terseghegai asset bafik.

Dalam prakteknya di Bank Muamalat Indonesia, didebu bahwa
Secara Syariah, kepemilikan rumah tersebut dimdgisama, namun didalam
Akad Musyarakah Mutanagisah, Bank, sebagai saldbh p#hak yang
berkongsi dengan Nasabah, memberikan kuasa kepadab&h untuk
mengatasnamakan rumah tersebut atas nama nasadnalon Nkepemilikan
secara syariah baru diakui 100% milik nasabah g&daruh porsi unit sudah
diambil alih oleh Nasabali.

Jadi didalam sertifikat atau bukti kepemilikan rimtarsebut ditulis
atas nama nasabah, karena nasabah tersebut jugamgpihak yang pemilik
rumah. Hal ini juga untuk memudahkan proses jamitalam pembiayaan
rumah dengan musyarakah mutanagishah ini.

8 A. Wangsawidjaja Zop. cit .,hal. 8.
49 A. Wangsawidjaja Zop. cit, hal. 12.

*0 Berdasarkan data yang didapat dari salah sepejabat di Bank Muamalat Indonesia.
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BAB 3
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari apa-apa yang telah dibahas dapatian pada bagian

sebelumnya, maka tulisan ini dapat disimpulkan gabaerikut, yaitu:

1. Perbankan syariah bisa menjadi sebuah lembaga gapat membantu
nasabahnya dalam memenuhi kebutuhan dalam haimah. Pembiayaan
kredit pemilikan rumah syariah yang sekarang ikRelliarkan oleh bank
syariah sudah bisa menjadi alternative masyarakaiunu yang
membutuhkannya. Dalam hal ini pembiayaan yang digam yaitu
dengan pembiayaan musyarakah mutanagishah yang ra&erberikan
keuntungan kedua belah pihak, dengan beberapa ikatebdan
kekurangannya. Pembiayaan musyarakah mutanagishamerupakan
bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih ukégemilikan suatu
barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mamgjurhak
kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yaimgbertambah hak
kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalmekanisme
pembayaran atas hak kepemilikan yang lain, didadameydapat unsur
kerjasama rousyarakah dan sewa ifarah). Hubungan antara nasabah
dalam pembiayaan ini bukan lah hubungan utang mmutaetapi
melainkan hubungan kerjasama untuk pemilikan sbatang atau asset.
Model pembiayaan ini cocok untuk jangka waktu pagjgelunasan
diatas 10 tahun.

2. Dalam fatwa Dewan Syariah nasional tentang Musydrakutanagishah
tidak disinggung mengenai jaminan dalam model payaan musyarakah
mutanagishah ini, serta pada prinsipnya pun dalkank Byariah tidak ada
jaminan, tetapi bank syariah sebagai lembaga pkabaryang harus
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatammgayalurkan dana
nasabah, maka merasa perlu untuk meminta jamingadiepihak yang
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mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank tsyabalam
pembiayaan musyarakah mutanagishah untuk pemilikarah ini yang
menjadi jaminannya adalah rumah yang jadi objekipayaan. Dalam hal
ini fungsi jaminan adalah untuk memastikan bahwa&abah yang
mengajukan pembiayaan melaksanakan apa-apa yaaly dedepakati
dalam akad.

3. Hubungan antara bank syariah dan nasabah dalamig&ab rumah
dengan musyarakah mutanagishah ini adalah huburgaasama
menyertakan modal masing-masing untuk membeliwaitrumah, untuk
sementara status rumah tersebut adalah milik barsbamk dengan
nasabah, dimana nantinya nasabah secara bertatzp ma&nambah
penyertaan modalnya dengan cara membayar setiap Bepada bank
sehingga porsi kepemilikan bank terhadap rumatsetmakin lama akan
semakin berkurang, yang pada akhir pembiayaan ruerakebut secara
utuh menjadi milik nasabah. Namun dalam sertifrkehah tersebut bank
memberi kuasa kepada nasabah untuk mengatasnamaken nasabah
dalam sertifikat rumah/bukti kepemilikan rumah édnst agar tidak terjadi
kebingungan dalam proses penjaminan rumah yangdikabani dengan

hak tanggungan, jadi jelas siapa pemberi dan pemgduzk tanggungan.

3.2 Saran-saran

Agar pembiayaan musyarakah mutanaqishah dalamt kpediilikan rumah
syariah ini semakin diminati dan pelaksanaannygalser baik, maka Penulis

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Karena pembiayaan musyarakah mutanagishah ini rex$itlung produk
baru dalam perbankan syariah untuk pembiayaan rummetka perlu
meningkatkan sosialisasi kemasyarakat tentang jgrooh, karena
kebanyakan masyarakat masih kurang pengetahuampataahamannya

tentang produk perbankan syariah, jadi semakin daryang tahu dan
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mengenal produk perbankan syariah ini maka kemuagkiuntuk

diminati oleh masyarakat akan semakin besar.

Peraturan-peraturan sebagai pedoman dalam petaitsamusyarakah
mutanaqgishah dalam pembiayaan rumah secara kds@tumasih sangat
terlalu sedikit dan kurang jelas, peraturan yan@ adkarang hanya
mengatur hal-hal secara umum saja, sebaiknya jdgaparaturan yang
lebih lengkap dan jelas sehingga pelaksanaan pgadnapemilikan

rumah dengan musyarakah mutanagishah ini akark¢aria dengan lebih
kondusif, misalnya dengan dikeluarkannya fatwa De@®gariah Nasional
(DSN) yang baru tentang musyarakah mutanagishabk ysembiayaan
pemilikan rumah sebagai peraturan pelengkap damnafddoSN tentang
muasyarakah mutanagishah sebelumnya yang sudah saféngga

kedepannya diharapkan bank syariah mampu membepidayanan dan

inovasi produk yang lebih baik dengan ketentuarmgyagas.
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